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ABSTRAK 

 

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PRODUK PEMBIAYAAN 

KPR iB MUAMALAT 

(Studi Pada PT Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Bandar Lampung) 

 

 

     Oleh 

       TYAS KURNIA APSARI  

 

 

Pembiayaan KPR iB Muamalat merupakan produk dari pembiayaan yang dimiliki 

oleh PT Bank Muamalat Tbk untuk memenuhi kebutuhan para nasabah untuk 

memiliki rumah tinggal, namun dalam pelaksanaan pembiayaan KPR tersebut bank 

selalu memiliki risiko berupa pengembalian yang tidak lancar yang berujung pada 

kredit macet. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah faktor-faktor 

penyebab dari kredit macet dalam KPR iB Muamalat di PT Bank Muamalat Tbk 

cabang Bandar Lampung?” dan kedua, “Bagaimanakah penyelesaian kredit macet 

dalam produk pembiayaan KPR iB Muamalat di PT Bank Muamalat Tbk Cabang 

Bandar Lampung?”. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian 

deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan 

adalah data primer berupa wawancara dan juga data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 

pustaka, wawancara yang dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 1.210 nasabah yang telah mengambil 

pembiayaan KPR iB Muamalat dengan total 120 orang nasabah yang masuk dalam 

kategori kredit bermasalah dan 51 orang nasabah masuk dalam kategori kredit 

macet. Faktor utama dari penyebab kredit macet sendiri berasal dari kelemahan dan 

kelalaian pihak nasabah dan juga kurangnya pengawasan dan kontrol pihak bank 

dalam mengawasi pembiayaan yang telah diberikan, bank juga mengalami 

kelemahan dengan kurangnya hati-hati dalam menilai karakter layak/tidaknya 

nasabah diberikan fasilitas pembiayaan tersebut. Penyelesaian kredit macet KPR 

pada PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung dilakukan sesuai dengan 

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu penyelesaian 

non litigasi melalui upaya administratif bank, dan juga penyelesaian secara litigasi 

melalui pengadilan agama. 

 

Kata Kunci: Penyelesaian, Kredit Macet, KPR. 
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MOTO 

 

“O you who believed, do not consume usuary, double and multiplied, but fear 

Allah that yoou may be successful.” 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan.” 

(Ali-Imran 3-130) 

 

“Those who hearken to their Lord, and establish reguler prayer, who (conduct) 

their affairs by mutual consultation, who spend out of what we bestow on them for 

sustenence.” 

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara 

mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada 

mereka.” 

(As-Syura 42:38) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ekonomi Islam merupakan hal yang sangat menarik karena dipandang sebagai 

sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruktif1 atas kegagalan sistem 

ekonomi dunia yang dominan selama ini dalam menyelesaikan berbagai persoalan 

ekonomi dunia yang semakin rumit.2 Perkembangan ekonomi berjalan seiring 

dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Sebagai 

seorang muslim harus yakin bahwa Al-Qur’an dan Hadist telah mengatur jalan 

ekonomi, dan untuk mewujudkan kehidupan ekonominya, sesungguhnya Allah 

SWT telah menyediakan sumber daya dan mempersilahkan manusia untuk 

memanfaatkannya. 

 

Sistem ekonomi dunia dikuasai oleh ekonomi konvensional yang jauh lebih kuat 

perkembangannya dibandingkan dengan ekonomi Islam.3 Bahkan umat Islam 

sendiri terbiasa dengan tata cara konvensional dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya. Oleh karena itu, sebagai muslim dituntut untuk menerapkan 

keislamannya dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi.4  

                                                             
1 Dekonstruktif adalah tindakan membongkar sebuah objek yang tersusun dari berbagai 

unsur yang melibatkan berbagai cara atau metode. 
2 Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, Hal 1. 
3Andini Rizki Nursani, Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, 

http://academia.edu/8965238/Perbandingan_Ekonomi_Islam_Dengan_Ekonomi_Konvensional/ 

diakses pada 20 Februari 2018 pada pukul 19.28 WIB. 
4 Amran Suadi, Mardi Candra, Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam 

Serta Ekonomi Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hal. 421. 

http://academia.edu/8965238/Perbandingan_Ekonomi_Islam_Dengan_Ekonomi_Konvensional/
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Di zaman serba  modern seperti sekarang  ini perekonomian dan bidang teknologi 

tumbuh dan berkembang dengan cepat, segala sesuatu kini dapat dengan mudah 

diraih tanpa perlu bersusah payah. Berdasarkan hasil survey yang dikeluarkan oleh 

Perusahaan Konsultan McKinsey & Company Indonesia, diketahui bahwa 

masyarakat Indonesia adalah masyarakat konsumtif5 yang membeli sebuah barang 

bukan karena kebutuhan melainkan keinginannya. Indonesia berada pada peringkat 

kedua sebagai negara dengan tingkat konsumen teroptimis di dunia dengan 

perolehan angka 125, dimana rata-rata dunia hanya pada 98.6 

 

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang banyak, namun 

pendapatan dirasa belum cukup mampu untuk menutupi kebutuhan sekunder dan 

tersiernya, maka masyarakat telah cerdas dengan mencari jalan alternatif melalui 

pembiayaan. Sehingga kesulitan untuk mendapatkan barang yang diinginkan dapat 

diatasi dengan mudah. Namun, pembiayaan pada saat ini masih dikuasai oleh bank-

bank konvensional sehingga dinilai masih sangat memberatkan pihak konsumen, 

karena diiringi dengan bunga yang besar. Praktik riba7 semacam ini semakin 

banyak dan dianggap merupakan hal yang umum dalam sektor perekonomian 

karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Perkembangan praktik riba kemudian 

berbalik menjelang abad 21, dimana pada akhirnya masyarakat dunia mulai melirik 

dan memberi perhatian serius kepada kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam yang memiliki lebih banyak keuntungan. Hal ini dibuktikan ketika 

                                                             
5 Konsumtif adalah perilaku yang mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan, yang 

lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. 
6 Stefano Reinard Sulaiman, Indonesia Peringkat Kedua Sebagai Konsumen Teroptimistis, 

http://ekonomi.kompas.com/read/2015/01/27/1730011/, diakses pada 25 November 2017 pukul 
14.42 WIB. 

7 Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian 

berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebakan kepada peminjam. 

http://ekonomi.kompas.com/read/2015/01/27/1730011/
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krisis ekonomi melanda Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang menganut 

sistem ekonomi kapitalis8, perekonomiannya perlahan-lahan tumbang. Namun 

Negara Inggris  sebagai negara pemilik bank-bank Islam dengan prinsip syariah 

terbesar di dunia pada saat itu tidak terlalu mengalami goncangan, karena ekonomi 

syariah unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional, 

karena bertumpu pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat tidak individualis 

seperti ekonomi kapitalis yang penuh dengan ketimpangan sosial dan monopoli.9 

 

Sejak abad ke-19, bank yang berbasis bunga di negara-negara muslim dalam 

menghindarinya atas alasan nasionalisme dan neo-keagaman. Menyikapi realitas 

itu, tokoh-tokoh revivalis10 melakukan beberapa terobosan diantaranya 

menyuarakan secara kritis pengharaman bunga bank  dari sudut pandang moral 

keagamaan.11 Di Indonesia, konsep ekonomi syariah lahir sekitar tahun 1990-an, 

tetapi mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank 

Muamalat Indonesia berdiri yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga 

keuangan lainnya.12 Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 

1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank lebih mendalam pada musyawarah 

nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 

1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk 

mendirikan bank Islam di Indonesia.13 Selain itu, momen penting yang tercatat 

                                                             
8 Kapitalis adalah sistem ekonomi dimana perdagangan, industri, dan alat-alat swasta 

dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. 
9  Scott Morisson, Journal of Islamics Economic Banking, Vol 1-10, January 2016. Hal, 1. 
10 Revivalis adalah kebangkitan kembali Islam. 
11 Muhammad, Bank Syariah; Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, Graha 

Ilmu, 2005, Hal. 76. 
12 Muhammad, Loc.Cit. 
13 Muhammad Syafi’I Antonio,  Bank Syariah: dari Teori ke Praktik Jakarta, Gema Insani, 

2001, Hal. 25. 
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dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah dari pengalaman selama 

krisis ekonomi yang terjadi dalam rentang waktu 1997 sampai 1998.14. Terdapat 

sejumlah alasan mengapa institusi keuangan  konvensional yang ada sekarang ini 

melirik sistem syariah, antara lain pasar potensial karena mayoritas penduduk 

Indonesia beragama Islam, pada sektor perbankan saja misalnya hingga tahun 2015 

jumlah kantor cabang bank-bank syariah saja telah mencapai 568 cabang dan 1.508 

kantor cabang pembantu.15  

Belum lagi, sektor perbankan syariah telah berkembang dan memiliki banyak 

produk untuk dimanfaatkan, perbankan syariah kini telah menyediakan jenis-jenis 

penawaran dengan konsep syariah untuk menarik para konsumennya, termasuk di 

dalamnya terdapat pembiayaan untuk kredit kepemilikan rumah (KPR), yang salah 

satunya dilakukan oleh PT Bank Muamalat Tbk. Seiring dengan kapasitas bank 

yang semakin diakui, bank muamalat semakin melebarkan sayap dengan 

menambah kantor cabangnya. PT Bank Muamalat Tbk kini telah memiliki 325 

kantor layanan termasuk 1 kantor cabang di Malaysia. PT Bank Muamalat Tbk juga 

didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 

jaringan ATM bersama dan ATM prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di 

Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).16 Bank Muamalat juga 

menghadirkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari 

individu, usaha kecil, hingga institusi, dilengkapi dengan kemudahan, fleksibilitas 

dan fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah. Apapun segala kebutuhan 

                                                             
14 Amran Suadi, Mardi Candra, Op.Cit. Hal. 422. 
15 Op. Cit. Hal. 426. 
16PT Bank Muamalat Tbk, Tentang Muamalat, http:bankmuamalat.co.id, diakses pada 8 

April 2018 pukul 07.20 WIB. 
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nasabah mulai dari produk pendanaan, produk pembiayaan, produk investasi, 

produk simpanan, dan jasa-jasa perbankan lainya sesuai prinsip syariah yang 

dijalankan secara profesional di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan 

Bank Indonesia.  

PT Bank Muamalat Tbk sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia 

memiliki sebuah produk pembiayaan kredit kepemilikan rumah yang disebut KPR 

iB Muamalat. KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu 

untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen, condotel termasuk 

renovasi  dan pembangunan serta pengalihan (take over) KPR dari bank lain dengan 

jual beli atu kerjasama sewa17 namun, dalam pemberian pembiayaan kendaraan 

tersebut tidak selalu berjalan lancar. Bank Muamalat tetap memiliki risiko-risiko 

kredit macet seperti penunggakan pembayaran pembiayaan dengan berbagai faktor-

faktor penyebabnya walaupun sebelum pembiayaan dilakukan, bank telah 

menerapkan analisis pemberian pembiayaan tersebut dengan prinsip kehati-

hatiannya. Hal ini dilakukan untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan 

seorang peminjam untuk membayar kembali sesuai dengan persyaratan. Apabila 

tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini menyebabkan nasabah gagal bayar dan 

membuat terganggunya kegiatan operasional bank itu sendiri, yakni kondisi dimana 

keuangan dan kemampuan bank untuk kembali memberi pinjaman dan 

mendapatkan keuntungan. Kredit dikatakan bermasalah apabila debitur wanprestasi 

atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian 

baik jumlah maupun waktu.  

                                                             
17PT Bank Muamalat Tbk, Produk dan Layanan KPR iB Muamalat 

http:bankmuamalat.co.id, diakses pada 11 April 2018 pukul 16.11 WIB. 
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Menurut sumber data dari IRTI Working Paper Series  yang dilakukan oleh Islamic 

Research and Training Institute, dengan judul Determinants of Non Performing 

Financing In Indonesian Islamic Banks menyatakan: 

 “Although the muslim population in Indonesia reaches more than 70%, the 

establishment of Islamic Banks was relatively late as compared to the neighbouring 

country, Malaysia. The growth of Islamic Banks in Indonesia although increased 

significantly in the nominal term did not increase in terms of percentage share of 

the total banking asset. In 2000, total Islamic Banking assets amounte to Rp. 

1,790,168 million and that amount accounted for only 0.17% of total banking 

assets. 2004 marked the year in which the proportion of Islamic Banking assets out 

of total banking assets reached beyond 1%, in 2013, the assets, financing as well 

deposit reach to 242,276,169, 184,122,000 and 183,534,056 million rupiah 

respectively.” 18 

 

Tabel pada IRTI Working Paper Series mengenai Non Performing Finances di 

Bank Islam juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan aset, pembiayaan dan 

deposit mengalami permulaan yang luar biasa dan selalu mengalami kenaikkan  

pada tahun 1992-1997 namun pertumbuhan sempat jatuh pada tahun 1998, 

kemudian perlahan bangkit kembali di tahun 1999 dan terus mengalami lonjakkan 

hingga mengalami puncaknya pada tahun 2004. Setelah itu pertumbuhan nilai aset, 

pembiayaan dan deposit  pada tahun 2005 hingga 2013 cenderung tetap naik, namun 

tidak mengalami kenaikkan yang signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya.  

Pertumbuhan tersebut cenderung terus menurun, terutama pada tahun 2013 dimana 

pertumbuhan pembiayaan hanya tumbuh sampai 24.82% saja. 

 

                                                             
18 IRTI Working Paper Series, Determinants of Non Performing Financing In Indonesian 

Islamic Banks, Islamic Research and Training Institutes, Jeddah Kingdom of Saudi Arabia, 2015, 

hal 2-3. 
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Selain itu, data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan rasio kredit bermasalah 

atau Non Performing Loan (NPL) menunjukkan peningkatan. Pada Oktober 2017, 

NPL tercatat sebesar 2.96%. Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 

dalam sebuah interview mengatakan bahwa pertumbuhan dengan nominal akad 

murabahah sebesar 13.96% dengan diikuti akad musyarakah sebesar 27.72, namun 

pertumbuhan pembiayaan tidak dibarengi dengan kinerja positif. Rasio kredit macet 

di perbankan syariah atau Non Performing Financing (NPF) masih tinggi. 

Tersendatnya hal ini karena pembiayaan syariah erat kaitanannya dengan sektor riil, 

tersendatnya pembiayaan dari perbankan syariah berkaitan dengan sektor 

pertambangan dan komoditas.19 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis maka tertarik untuk mengajukan 

skripsi dengan judul skripsi “Penyelesaian Kredit Macet dalam Produk Pembiayaan 

KPR iB Muamalat (Studi pada PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Sakiba Rakhma Diah Setiawan, Ini Alasan Pembiayaan Macet Perbankan Syariah 

http://ekonomi.kompas/read/2017/04/28/222515226/Ini.alasan.pembiayaan.perbankan.syariah.cuk

up.tinggi. Diakses ada 20 Januari 2018 pada pukul 21.47 WIB. 

http://ekonomi.kompas/read/2017/04/28/222515226/Ini.alasan.pembiayaan.perbankan.syariah.cukup.tinggi
http://ekonomi.kompas/read/2017/04/28/222515226/Ini.alasan.pembiayaan.perbankan.syariah.cukup.tinggi
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang menjadi dasar ketertarikan penulis, maka 

muncul isu hukum yang akan dijelaskan melalui bentuk rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah faktor-faktor penyebab kredit macet dalam produk pembiayaan 

KPR iB Muamalat di PT Bank Muamalat Tbk cabang Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet dalam produk pembiayaan KPR 

iB Muamalat di PT Bank Muamalat Tbk cabang Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

     1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui, memahami, dan menganalisis apa saja faktor-faktor penyebab 

kredit macet dalam produk pembiayaan KPR iB Muamalat di PT Bank 

Muamalat Tbk cabang Bandar Lampung. 

b. Mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana cara penyelesaian 

kredit macet dalam produk pembiayaan KPR iB Muamalat di PT Bank 

Muamalat Tbk cabang Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, 

yaitu: 
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a. Secara Teoretis 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbang saran dalam hasil 

pengembangan ilmu hukum, khususnya analisis terhadap faktor-faktor 

penyebab kredit macet dalam produk pembiayaan KPR iB Muamalat 

dan penyelesaian kredit macet dalam produk pembiayaan KPR iB 

Muamalat di PT Bank Muamalat Tbk cabang Bandar Lampung. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terhadap penelitian 

sejenis untuk tahapan berikutnya. 

b. Secara Praktis 

 Selain kegunaan teoretis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mampu 

untuk memberikan kegunaan praktis sebagai berikut : 

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis, 

masyarakat, nasabah, PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar 

Lampung, pemerintah, serta pihak-pihak lain yang tertarik pada faktor-

faktor penyebab kredit macet dalam produk pembiayaan KPR iB 

Muamalat dan penyelesaian kredit macet dalam produk pembiayaan 

KPR ibB Muamalat di PT Bank Muamalat Tbk cabang Bandar 

Lampung 

2. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap dalam 

rangka penulisan karya ilmiah guna melengkapi persyaratan dalam 

mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, 

khususnya bagian hukum perdata. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Tinjauan Umum Perbankan Syariah 

 

1.   Pengertian Perbankan Syariah 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dan 

permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang 

selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-

prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang 

didasarkan pada Hukum Islam, dimana timbulnya sistem perbankan syariah ini 

didasari oleh larangan ajaran dalam agama Islam untuk tidak memungut bunga 

dalam meminjam uang atau modal yang disebut riba. Menurut  Undang-Undang 

Nomor. 21 tahun 2008  Pasal 1 ayat (1) tentang  Perbankan Syariah: 

“Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah 

dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” 

Sedangkan bank syariah sendiri, selanjutnya pada Pasal 1 ayat (7) adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas, bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kegiatan 
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usaha yang berdasarkan prinsip syariah, antara lain, kegiatan usaha yang tidak 

mengandung unsur:20 

a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain  dalam 

transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan 

waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang 

mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang 

diterima melebihi pokok pinjaman karena berjaannya waktu (nasi’ah). 

b. Maisir, transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan 

bersifat untung-untungan. 

c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui, 

keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan 

kecuali diatur lain dalam syariah. 

d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. 

e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. 

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah 

yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Syamsu Iskandar, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, In Media, Jakarta, 2013, hal. 

36-37. 
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2.   Kegiatan Usaha Bank Syariah 

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi 

menjadi 3 bagian, yaitu:21 

1. Produk penyaluran dana22 (financing) 

2. Produk penghimpun dana23 (finding) 

3. Produk jasa24 (service) 

Sebenarnya, kegiatan usaha bank syariah hampir sama dengan kegiatan usaha bank 

umum konvensional. Perbedaannya hanya terdapat pada sistem dan cara 

mengelolanya yang berdasarkan kepada prinsip syariah yang bersumber dari agama 

Islam. Menurut pasal 19 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, kegiatan utamanya meliputi : 

a. Menghimpun dana  dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau  bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah, atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau 

bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan akad 

mudharabah, atau akad lainnya dengan yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

                                                             
21 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Rajawali Press, Jakarta, 

2006, Hal. 85. 
22 Produk penyaluran dana adalah dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank syariah. 
23 Produk penghimpun dana sebuah penghimpunan dana di bank melalui giro, tabungan, 

deposito. 
24 Produk jasa perbankan adalah layanan berupa sewa atau keuntungan. 
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c. Menyalurkan pembiayaan  bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad 

musyarakah, atau akad lainnya dengan yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

d. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad murahabah, akad salam, 

akad isttishna’, atau akad lainnya dengan yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 

e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh, atau akad lain yang tidak 

bertentangan  dengan prinsip syariah. 

f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 

kepada nasabah berdasarkan akad ijarah, dan/sewa beli dalam bentuk 

ijarahmuntahiya bittamalik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 

g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah. 

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga 

yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara 

lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau 

hawalah. 

j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh 

pemerintah dan/atau Bank Indonesia. 
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k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip 

syariah. 

l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang 

berdasarkan prinsip syariah. 

m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan 

prinsip syariah. 

n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk  kepentingan 

nasabah berdasarkan prinsip syariah. 

o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. 

p.  Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip 

syariah. 

q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan   di 

bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

3.   Tujuan dan Prinsip Bank Syariah 

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank 

konvensional, hal itu berkaitan dengan sebagai institusi komersial dan kewajiban 

moral yang disandangnya. Selain bertujuan untuk meraih keuntungan selayaknya 

bank konvensional, bank syariah bertujuan sebagai berikut:25 

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan 

kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari 

                                                             
25 Edy Wibowo, Mengapa Memilih Bank Syariah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 47. 
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masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan mampu 

mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan 

nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang 

lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk 

mengembangkan usahanya. Metode ini akan memunculkan usaha-usaha baru 

dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. 

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan 

karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang 

disebabkan oleh sikap menghindari bunga bank telah terjawab oleh bank 

syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha 

ekonomi kerakyatan. 

3. Membentuk masyarakat agar berfikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis 

untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 

4. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, 

dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain. 

 

Dilihat dari prinsipnya bank syariah berlandaskan pada Al-Qur’an dan Sunnah. 

falsafah dasar beroperasinya bank syariah berprinsip pada 3 hal, yaitu efisiensi, 

keadilan dan kebersamaan.26 

a. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk 

memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. 

                                                             
26 Ibid. Hal. 33. 



16 
 

b. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan 

persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. 

c. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat 

untuk saling meningkatkan produktifitas. 

 

B. Tinjauan  Umum Pembiayaan  

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan 

sendiri maupun djalankan oleh orang lain27, dalam arti sempit, pembiayaan dipakai 

untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti 

bank syariah kepada nasabah. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, 

yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang 

dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.28  

Kemudian, pengertian pembiayaan tersebut lebih diperjelas lagi dalam ketentuan 

Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 yang menyatakan 

sebagai berikut, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang 

dapat dipersamakan dengan itu dalam: 

                                                             
27 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Graha llmu, Yogyakarta, 2005. Hal 17. 
28 Ahmad Supriyadi, Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Al-Mawarid 

,Yogyakarta, 2003. Hal. 43-44. 
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a. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad mudharabah 

dan/musyawarah. 

b. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas akad ijarah atau dengan opsi 

perpindahan hak milik (ijarah muntahiyah bit tamlik) 

c. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad murabahah, salam, dan 

istishna. 

d. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas akad qardh; dan  

e. Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad ijarah atau kafalah. 

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan berupa penyediaan uang 

dan barang dari pihak bank kepada nasabah sesuai dengan kesepakatannya  yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu 

yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, yang didasari prinsip syariah yaitu 

prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah.29 Pembiayaan dapat 

dilakukan oleh bank umum yang memiliki divisi syariah seperti Bank Syariah 

Mandiri (BSM), Bank Muamalat Indonesia (BMI), BRI Syariah dan dilakukan pula 

oleh  Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) juga Baitul Mal Wat-Tamwil.30 

Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda 

dengan kredit konsumen.31 Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga 

keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian, hal ini ditujukan agar dalam 

proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik 

dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti kredit macet.  

                                                             
29 Ibid. Hal. 43-44 
30 Ahmad Supriyadi, Op.Cit. Hal. 40 
31 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal. 96. 
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2. Unsur-Unsur Pembiayaan 

Pembiayaan pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan, dengan demikian 

dalam pembiayaan harus dilakukan dengan jujur dan harus bisa dipastikan bawa 

pembiayaan atau dana yang diberikan harus dapat dikembalikan sesuai dengan 

jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Pengertian mengenai 

pembiayaan setiap pembiayaan mengandung beberapa arti. Unsur-unsur dalam 

pembiayaan sendiri meliputi:32 

a. Kepercayaan 

Yaitu diberikan debitur dalam bentuk uang, jasa maupun barang yang akan 

diterima kembali oleh bank dalam waktu yang ditentukan   

b. Kesepakatan 

 Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah perjanjian dimana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajiban yang dituangkan adalam akad 

pembiayaan. 

c. Jangka Waktu 

Setiap pembiayaan memiliki jangka waktu sesuai kesepakatan.    

d. Risiko 

 Dalam memberikan pembiayaan bank tidak selamanya mendapatkan 

keuntungan, bank juga memiliki risiko kerugian. 

 

                                                             
32 Kasmir, Manajemen Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. Hal. 75-76. 
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e. Balas jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan yang kita kenal 

dengan bagi hasil. 

 

3. Jenis-Jenis Pembiayaan  

Sebagai lembaga intermediary33 yang berfungsi menghimpun dana masyarakat 

bank syariah menyalurkan pembiayaan dalam wujud pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit 

unit.34 Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di lembaga 

perbankan syariah telah membentuk sub system35, sistem pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi berdasarkan sifatnya dibagi 

menjadi 2 hal:36 

1. Pembiayaan produktif, antara lain pembiayaan usaha produksi terdiri dari 

pembiayaan likuiditas, piutang dan persediaan modal, pembiayaan modal kerja 

untuk perdagangan terdiri dari perdagangan umum, dan perdagangan 

berdasarkan pesanan dan pembiayaan investasi. 

2. Pembiayaan konsumtif, baik primer maupun sekunder. Mengenai perbedaan 

antara keduanya adalah operasional serta mekanisme dalam pembiayaan produk, 

pembiayaan syariah harus berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan yang 

harus berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan 

dengan pihak lain yang  mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

                                                             
33Lembaga intermediary adalah bank sebagai perantara keuangan yang melakukan 

penghimpunan dana dan menyalurkannya kembali. 
34 M. Syafi’i Antonio.Op Cit. Hal. 120. 
35 Sub system adalah komponen atau bagian dari suatu sistem. 
36Ahmad Supriyadi, Op Cit.Hal. 1-2.  
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pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi 

hasil atau dengan akad-akad syariah yang lainnya seperti, mudharabah, ijarah, 

salam, istina, murabahah sedangkan lembaga pembiayaan konvensional tidak 

melakukan persetujuan dengan pihak yang dibiayai mengenai penetapan 

imbalan yang berupa bunga. 

 

4. Dasar Hukum Pembiayaan Syariah 

Kedudukan ekonomi syariah dalam sistem ekonomi nasional mendapat pijakan kuat 

setelah adanya deregulasi37 sektor perbankan pada 1983. Secara konstitusional, 

dasar hukum ekonomi syariah berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara dan 

UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi, bahwa: 

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”  

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sebagai konsekuensi logis dari 

koherensi38 Al-Qur’an dan Sunnah sebagai satu bentuk konsistensi prinsip 

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, 

maka39: 

1. Sistem ekonomi syariah sebagai bagian utuh dalam totalitas sistem hukum 

ekonomi Indonesia kontemporer40, sumber hukum dasarnya secara legal formal 

mencakup pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 

                                                             
37 Deregulasi adalah kegiatan atau proses mengapuskan pembatasan dan peraturan. 
38 Koherensi adalah kepaduan makna . 
39 Amran Suadi, Mardi Candra, Op. Cit. Hal. 424. 
40 Kontemporer adalah pada waktu yang sama, masa kini.  
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1945 sebagai sumber hukum dasar, dan UUD 1945 merupakan sumber hukum 

dasar, dan UUD 1945 merupakan sumber hukum dan tertulis. 

2. Sistem ekonomi sebagai suatu subsistem hukum muamalah Islam yang 

didasarkan pada ketentuan normatif Al-Qur’an dan Sunah sebagai sumber 

hukum fundamental yang utama dan pertama, pada hakikatnya merupakan 

konsistensi dan perwujudan nyata dari hakikat “Negara berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa” sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 

1945. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, sumber hukum tertulis sebagai sandaran ekonomi 

syariah paling utama dalam sistem hukum Indonesia kontemporer adalah ketentuan 

Pasal 29 UUD 1945. Adapun sandaran sumber hukum tertulis paling utama dan 

pertama dalam sistem hukum ekonomi saat ini, tentu saja adalah ketentuan Undang-

Undang Nomor 10 tahun 1998, dengan segala produk peraturan pelaksanaannya 

berupa peraturan pemerintah (PP), Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau Keputusan 

Bank Indonesia (KBI). Sandaran hukum tertulis berupa PBI atau KBI ini, selain 

didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, juga telah 

diperkuat oleh ketentuan pasal 4 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000.41  

Terkait dengan pengawasan, kegiatan muamalah di bidang ekonomi syariah 

(komersial dan non komersial) dikendalikan oleh lembaga swasta (bukan lembaga 

negara), yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam konteks ini, MUI memiliki 

tiga institusi terkait, yakni Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas 

Syariah (DPS), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Pedoman 

                                                             
41 Ibid. Hal. 425 
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kegiatan ekonomi syariah didasarkan pada fatwa DSN, praktik ekonomi lembaga 

keuangan diawasi oleh DPS, dan sengketa ekonomi syariah dilaksanakan di 

Basyarnas.42 Terkait dengan perusahaan pembiayaan syariah, untuk memberikan 

kerangka hukum yang memadai dalam menjalankan aktifitasnya, pada tahun 2007 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan 

mengeluarkan dua peraturan yaitu: 

1. Peraturan Nomor : PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan 

Berdasarkan Prinsip Syariah. 

2. Peraturan Nomor : PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan 

Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.  

Pasal 5 Peraturan Ketua BAPEPAM LK No. PER-03/BL/2007 menyatakan: 

“Setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah.” 

Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah: 

a. Sewa guna usaha, yang dilakukan berdasarkan: 

1. Ijarah43, atau 

2. Ijarah muntahabiyah bittamlik. 

b. Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujrah 

                                                             
42 Amran Suadi, Mardi Candra, Loc. Cit.  
43 Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tetentu dengan 

pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. 
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c. Pembiayaan Konsumen, yang dilakukan berdasarkan: 

  1. Murabahah44. 

  2. Salam45;atau 

  3. Istishna’46. 

d. Usaha kartu kredit yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. 

e. Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan dengan prinsip syariah. 

 

5. Analisis dan Risiko Pembiayaan 

Sebelum suatu pembiayaan diberikan, maka pihak bank harus merasa yakin terlebih 

dahulu bahwa pembiayaan yang harus diberikan benar-benar dapat kembali. 

Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian atau analisa pembiayaan sebelum 

pembiayaan tersebut diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank 

dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang 

nasabahnya. Risiko sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu risk, yang artinya 

ketidakpastian  dari pada kerugian (uncertainly of loss). Risiko sebagai suatu 

keadaan yang tidak pasti dihadapi seseorang atau perusahaan yang memberikan 

dampak yang merugikan. Beberapa pengertian risiko antara lain :47 

1. Risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian. 

2. Risiko adalah timbulnya kerugian. 

                                                             
44 Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. 
45 Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih 

dahulu dengan syarat-syarat tertentu. 
46 Istishna akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan 

kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. 
47Umar Hamdan & Andi Wijaya, Analisis Komperatif Resiko Keuangan BPR Konvensional 

dan BPR Syariah, Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya V0l. 4, No. 7 Juni 2006.  
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3. Risiko adalah ketidakpastian. 

4. Risiko adalah penyimpangan actual dari yang diharapkan 

5. Risiko adalah suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan. Risiko pembiayaan 

muncul ketika lembaga keuangan tidak dapat memperoleh kembali tagihan atas 

pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.  

Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat 

dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang 

dibiayainya. Risiko makin terlihat manakala perekenomian mengalami krisis atau 

resesi. Kerugian bank makin bertambah apabila ternyata jaminan pemberian kredit 

tidak memadai, bank akan mengalami kesulitan yang berat jika ia terbelit masalah 

kredit macet yang terlampau besar.48  

Risiko dapat ditekan dengan cara menggunakan prinsip analisis pembiayaan yang 

didasarkan pada rumus 5C, yaitu:49 

a. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Untuk 

memperkuat data ini dapat dilakukan dengan wawancara dan BI (Bank 

Indonesia) checking untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima 

oleh nasabah beserta statusnya yang ditetapkan oleh BI, dan juga melakukan 

bank checking secara personal antara sesama baik dari bank yang sama maupun 

berbeda. Terakhir adalah trade checking yaitu analisa terhadap usaha-usaha 

sejenis, pesaing, pemasok, dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak 

                                                             
48Rurie Asy-Syahra, Resiko Bank Syariah http://academia.edu.resiko.bank.syariah./ 

diakses pada 23 November 20017, pukul 02.00 WIB.  
49 Nurbanatra, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 

615-624; Hal 615-616. 

http://academia.edu.resiko.bank.syariah./
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terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi 

karakter  calon nasabah terutama dalam masalah keuangan seperti pembiayaan. 

b. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan 

mengembalikan pinjaman yang diambil. Dapat dilihat dari referensi atau 

curriculum vitae yang dimilikinya. 

c. Capital artinya modal yang diperlukan peminjam.  

d. Colateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada 

lembaga keuangan. Jaminan yang dimaksud harus dapat mengcover pembiayaan 

tersebut, dengan cara meneliti kepemilikan, mengukur harga jaminan 

memperhatikan kemampuan untuk djadikan uang dalam waktu relatif singkat, 

memperhatikan pengikatnya sehingga secara legal bank dapat dilindungi. 

e. Condition keadaan  usaha atau nasabah prospek atau tidak. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah keadaan ekonomi calon nasabah, kondisi usaha calon 

nasabah, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, prospek yang akan 

datang, dan kebijakan pemerintah. 

 

C. Tinjauan Kredit Macet 

1. Pengertian Kredit  

Secara umum kata “kredit” diartikan sebagai “the ability to borrow on the opinion 

conceived by the lander that he will be repaid.50 Kredit merupakan salah satu bisnis 

utama bank yang memiliki risiko, namun disisi lain memberikan pendapatan dari 

pemberian kredit. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilaksanakan oleh 

                                                             
50 Marium Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank. Alumni, Bandung, 2003, Hal. 21. 
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pejabat/pegawai kredit yang mengerti dan memahami dasar-dasar perkreditan.51 

Secara yuridis, Undang -Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menggunakan dua istilah yang 

berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit. Kedua 

istilah yaitu, pertama kata “kredit”, istilah yang digunakan pada bank konvensional 

dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan kedua, kata “pembiayaan” berdasarkan 

prinsip syariah, istilah yang digunakan pada bank syariah. Penggunaan kedua istilah 

tersebut tergantung kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank 

dalam menjalankan kegiatan usahanya secara kovensional atau berdasarkan prinsip 

syariah.  

Kredit menurut perjanjian Hukum Islam adalah suatu pembelian yang dilakukan  

terhadap suatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan 

secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati 

kedua belah pihak (pembeli dan penjual), di dalam Islam, pinjam meminjam adalah 

akad sosial bukan akad komersial. Artinya apabila seseorang memijam sesuatu, ia 

tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. 

Menurut ketentuan syariat Islam penanggungan utang ini diistilahkan sebagai 

“kafalah.”52. Dalam melaksanakan fungsinya menyalurkan dana kepada 

masyarakat, perbankan berdasarkan prinsip syariah mempunyai teknis pelaksanaan 

yang berbeda dengan  dengan perbankan konvensional, walaupun dalam beberapa 

hal terdapat persamaan. Beberapa prinsip dalam perbankan konvensional terpaksa 

                                                             
51 Irman A. Zahirrudin, Memahami Bisnis Bank, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, 

hal. 114. 
52 Zulfi Diane Zaini, Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut 

Undang-Undang Perbankan di Indonesia, Pranata Hukum Vol.2 No 1-Januari 2007. Pranata Hukum 

Vol.2 No 1-Januari 2007. Hal. 37. 
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dilarang dan merupakan konsekuensi dan eksistensi dari perbankan syariah itu 

sendiri.53 Perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan 

kredit/pembiayaan harus berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar 

kredit-kredit yang diberikan oleh bank adalah kredit-kredit yang tidak mudah 

menjadi masalah.54  Pada Pasal 38 bagian ketiga Undang-Undang Nomor 21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bagian ketiga tentang 

kewajiban pengelolaan risiko menjelaskan bahwa : 

Pasal 38 : 

1. Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal 

nasabah, dan perlindungan nasabah. 

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank 

Indonesia. 

Pasal 39 : 

“Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai 

kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah 

yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.” 

Pasal 40 : 

1. Dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, bank 

syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui 

maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh 

pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik 

                                                             
53Ibid. Hlm. 44 
54Loc.Cit.  
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agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan 

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.  

2. Bank syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian agunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban nasabah kepada bank 

syariah dan UUS yang bersangkutan.  

3. Dalam hal harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih 

kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah 

dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan 

proses pembelian agunan.  

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian agunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 

 

Kredit macet adalah sebuah bentuk dari keterlambatan pembayaran angsuran secara 

berkala yang terjadi pada lembaga keuangan bank dan non bank, baik perbankan 

syariah maupun perbankan konvensional, lembaga keuangan syariah maupun 

lembaga keuangan non syariah. Hal ini menjadi masalah utama dalam suatu sistem 

lembaga keuangan karena pembiayaan merupakan salah satu ujung tombak dari 

berjalanya suatu lembaga keuangan, ketika terjadi kredit macet maka akan 

berpengaruh besar pada asset yang dimiliki oleh perusahaan dan hal ini akan 

mempengaruhi kestabilan atara profitabilitas55 dan likuiditas.56 

 

                                                             
55 Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh 

mana perusahaan mempu menghasilkan leba pada tingkat yang dapat diterima. 
56Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. 
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2. Unsur-Unsur Kredit 

Sebagaimana diketahui bahwa unsur essensial dari kredit bank adalah kepercayaan 

dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah sebagai peminjam oleh debitur. 

Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan 

untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain, jelasnya tujuan peruntukan 

kredit, adanya benda jaminan atau agunan dan lain-lain. Makna dari kepercayaan 

tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang 

diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu 

sesuai kesepakatan. Dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perkreditan, Drs. 

Thomas Suyatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:57  

a. Kepercayaan. 

b. Tenggang Waktu. 

c. Degree of Risk (manajemen risiko)58 

d. Prestasi atau Objek Kredit. 

3. Kriteria Kredit Macet 

Istilah penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk 

menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas 

dari kredit itu sendiri.  Penyaluran dana berupa kredit yang diberikan kepada 

nasabah selalu diikuti dengan risiko yang mungkin timbul. Risiko atas kredit adalah 

                                                             
57 Chatamarrasjid, Ais. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 

2010. Hal. 58-59. 
58 Degree of Risk adalah suatu tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat dari adanya 

jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima 

kemudian hari. 
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tidak tertagihnya kredit yang disalurkannya. Meskipun, analisis kredit telah 

dilakukan dengan tepat akan tetapi risiko kredit tetap ada. Oleh karena itu, bank 

harus dapat meminimalisasi risiko yang diakibatkan dari kredit tersebut. Kredit 

bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau debitur tidak memenuhi 

persyaratan yang diperjanjikan. Bank melakukan penggolongan kredit menjadi 

golongan, kredit tidak bermasalah dan kredit bermasalah. Kredit tidak bermasalah 

dapat dibedakan menjadi kategori, yaitu:  

1. Kredit dengan kualitas lancar (kolektibilitas 1) 

Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan pada nasabah dan tidak terjadi 

tunggakan. Debitur melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit. 

2. Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2) 

Kredit ini masih digolongkan lancar tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau 

dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian 

khusus apabila menunggak sampai 90 hari. 

3. Kredit kurang lancar (kolektibilitas 3) 

Kredit ini telah mengalami tunggakan  melampaui 90 hari-180 hari. 

4. Kredit diragukan (kolektibilitas 4) 

Debitur melakukan penundaan pembayaran antara 180 hari-270 hari. 

5. Kredit macet (kolektibilitas 5) 

Debitur melakukan penundaan pembayaran melampaui 270 hari/lebih. 
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4. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet 

Dalam mengambil  kebijaksanaan cara penyelesaian kredit atau debitur bermasalah 

perlu diteliti terlebih dahulu permasalahan yang ada pada debitur yang 

mengakibatkan kreditnya macet dan kaitannya dengan pihak bank dan 

perekonomian pada umumnya yang berpangkal tolak dari hal-hal sebagai berikut:59 

1. Masalah intern bank sendiri. 

2. Masalah yang menyangkut nasabah sendiri secara intern. 

3. Masalah perekonomian secara makro. 

Setelah diketahui penyebab kredit menjadi bermasalah kemudian langkah 

selanjutnya adalah mencari penyelesaian kredit masalah tersebut yang terdiri dari 

sebab-sebab kegagalan dalam pemberian kredit. Tanda-tanda awal atau gejala 

kredit bermasalah sebenarnya sudah sejak dini akan dapat diketahui yang terlihat 

dari para perilaku debitur, disamping itu gaya dan keputusan-keputusan manajemen 

serta kondisi laporan-laporan, baik laporan aktifitas usaha maupun laporan 

keuangan dapat ditafsirkan sebagai petunjuk awal akan terjadinya perubahan 

kualitas debitur.60  

5. Penyelesaian Kredit Macet  

a. Penyelesaian Debitur Bermasalah 

Cara penyelesaian debitur bermasalah ditentukan oleh kondisi debitur itu sendiri 

sesuai dengan permasalahannya  yang didasarkan pada kondisi umum yaitu: 

                                                             
59 Syamsu Iskandar,Op.Cit. Hal. 203 
60 Ibid. Hal. 204. 
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1. Pelunasan 

Untuk pelunasan kredit, debitur dapat mengajukan permohonan pelunasan 

kredit dengan skema: 

a. Pembayaran oleh pihak lain 

b. Pengambilalihan oleh perusahaan lain 

c. Penyelesaian sendiri oleh pihak yang bersangkutan 

d. Dan lain-lain. 

2. Rescheduling (Penjadwalan Kembali). 

Perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu. 

3. Reconditioning (Persyaratan Kembali). 

Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada 

perubahan jadwal pembayara, jangka waktu, dan atau persayaratan lainnya. 

 4. Restructuring (Penataan Kembali). 

Penyelamatan dengan cara ini dapat disertai dengan penjadwalan kembali 

atau persyaratan kembali. 

5. Penyerahan kredit macet ke BUPN/BUPLN. 

Sehubungan dengan itu, Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang   Nomor 

10 Tahun 1998, menyatakan sebagai berikut: 

“Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atas 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya 

sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum 

memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap 
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watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah 

debitur” 

 

b. Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah pasal 55 ayat (2) dan Undang-Undang No 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan dengan cara: 

1. Musyawarah melalui: 

a. Mediasi61 

b. Konsultasi62 

c. Negosiasi63 

d. Konsiliasi64 

e. Penilaian Ahli65 

2. Arbitrase 

Dalam konsepsi Islam disebut tahkim. Arbitrase merupakan metode 

penyelesaian diluar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan 

pihak yang bersengketa dan keputusan wasit memiliki kekuatan hukum 

mengikat.66 

 

                                                             
61 Mediasi adalah negoisasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian. 
62 Konsultasi adalah perundingan atau pertimbangan memutuskan sesuatu 
63 Negoisasi adalah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk 

saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan 
64 Konsiliasi adalah lanjutan dari mediasi. 
65 Penilaian ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai 

dengan bidang keahliannya. 
66 Amran Suadi, Mardi Candra, Op.Cit. Hal. 440-445. 
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c. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Ditinjau Dari Perspektif Syariah 

Penyelesaian sengketa salam Islam dalam penanganan kredit macet pada lembaga 

keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional pada dasarnya mungkin 

sama, namun ketika kita mengawasi secara mendalam akan terjadi perbedaan 

diantara keduanya, dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi 

duniawi dan ukhrawi67 karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. 

Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah 

dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak 

demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga Yaumil 

Qiyamah nanti.68 Jika terjadi sengketa dalam kontrak syariah (akad) maka 

kemudian penyelesaian yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :69 

1. Penyelesaian Non Litigasi.  

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah pasal 55 ayat (2) dan Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan dengan cara: 

a. Musyawarah melalui: 

1. Mediasi  

2. Konsultasi  

3. Negosiasi  

4. Konsiliasi  

5. Penilaian Ahli  

                                                             
67 Ukhrawi adalah mengenai akhirat. 
68 Muhammad Syafi’i Antonio, Op.Cit. Hal. 29-30. 
69 Agus Triyanta, Hukum Pembiayaan syariah. http://IslamicBanker.com. Diakses pada 

14 Oktober 2017 pada pukul 23.18 WIB. 
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b. Arbitrase 

Dalam konsepsi Islam disebut tahkim. Arbitrase merupakan metode 

penyelesaian diluar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan 

pihak yang bersengketa dan keputusan wasit memiliki kekuatan hukum 

mengikat. 

2. Penyelesaian Litigasi (melalui pengadilan) 

Penyelesaian ini dapat dilakukan baik pada pengadilan agama maupun 

pengadilan negeri. Dasarnya adalah pasal 49 dari Undang-Undang No. 3 tahun 

2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

beragama Islam di bidang: 

a. Perkawinan. 

b. Waris. 

c. Wasiat. 

d. Hibah. 

e. Wakaf. 

g. Infaq. 

h. Shadaqah. 

i. Ekonomi Syariah. 
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d. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Bank Syariah 

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). 

2. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 

3. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip 

Syariah Dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan 

Jasa Bank Syariah. 

4. Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bank Indonesia No.10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi 

Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. 

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi 

Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. 
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D   Kerangka Pikir 

 

 

 

    

 

               

 

   

 

 

 

Keterangan : 

PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung menawarkan bermacam-macam 

jenis produk pembiayaan yang salah satunya disebut produk pembiayaan KPR iB 

Muamalat. Pembiayaan ini merupakan produk pembiayaan KPR untuk para 

nasabah untuk memiliki rumah tingga, rumah rusun, apartemen, condotel, termasuk 

renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take over), kemudian apabila 

konsumen telah mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi semua 

kriteria dan mengisi form pengajuan pembiayaan, maka nasabah akan dinilai oleh 

PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung dan akan timbul akad oleh 

keduanya apabila kedua belah pihak telah sepakat. Setelah itu pembiayaan pun  

akan dilakukan, namun apabila pengembalian pada bank mengalami masalah 

PT Bank 

Muamalat Tbk 

Cabang Bandar 

Lampung 

Cabang Bna 

Nasabah KPR 

iB Muamalat 

Cabang Bandar 

Lampung 

Pembiayaan KPR 

iB Muamalat 

Kredit 

Bermasalah 

Kredit 

Lancar 

Kredit 

Macet 

Faktor-Faktor 

Kredit Macet  

Penyelesaian 

Kredit Macet 
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tunggakan maka disana akan timbul kredit bermasalah yang akan berubah menjadi 

kredit macet apabila nasabah menunggak 270 hari/lebih yang harus diketahui 

faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana cara penyelesaiannya. 
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III  METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada suatu metode, sistematika, pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya, untuk itu diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum 

tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.70 Metode penelitian 

hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur 

(sistematis)71 Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau 

pengembangan ilmu yang sudah ada. Secara garis besar metode penelitian meliputi 

rangkaian metode kegiatan:72 

1. Rencana penelitian (research design) dan penulisan proposal. 

2. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana/proposal penelitian. 

3. Menulis laporan penelitian.  

A. Jenis Penelitian.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu mengkaji 

pelaksanaan dan implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan 

                                                             
70 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. 

Hal. 39. 
71Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2000. Hal. 40. 
72 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013. Hal. 34 
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kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat 

guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.73 

 

B. Lokasi Penelitian 

Tempat atau lokasi yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah 

di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Bandar Lampung yang 

beralamat di Jl. Raden Intan No. 92, Enggal, Kota Bandar Lampung, Sumatera 

Selatan 35118. 

 

C.Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada 

saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat74. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai faktor-faktor penyebab 

kredit macet dan penyelesaian kredit macet dalam produk pembiayaan KPR iB 

Muamalat. 

 

D. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah  yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

                                                             
73 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. Hal. 33.  
74 Ibid. Hal. 50. 
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empiris atau dikenal juga dengan istilah pendekatan secara sosiologis, Berdasarkan 

dengan pendekatan tersebut, pelaksanaannya akan didukung dengan teknik analisa 

kualitatif yang memiliki peran memberikan data yang berupa catatan pengamatan 

(atau pada pengertiannya bisa berupa kuisioner, wawancara, perekaman 

audio/videoogis dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan 

yakni di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Bandar Lampung. 

 

E. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan berupa data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung, diamati dan dicatat untuk 

pertama kalinya. Data ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dari narasumber yang berkompeten untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan. Dan data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dengan 

berbagai sumber hukum yang diteliti, data sekunder sendiri terdiri dari: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara wawancara langsung terhadap 

sumber dari objek penelitian, yaitu PT Bank Muamalat Tbk, Kantor Cabang 

Bandar Lampung. Wawancara dilakukan kepada: 

a. Guntur Lesmana (Credit Risk Analyst) PT Bank Muamalat Tbk, Kantor 

Cabang Bandar Lampung. 

b. Riza Pahlepi Digraha (Retail Banking Officer) PT Bank Muamalat Tbk, 

Kantor Cabang Bandar Lampung. 
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2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh atau diambil serta dikumpulkan dengan cara studi 

kepustakaan atau studi pustaka dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku 

literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini serta dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat 

ketentuan tentang perbankan syariah serta perkreditan berkaitan dengan data 

yang akan diteliti. Data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer (primary law material)  

Bahan hukum yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap mengikat yaitu 

meliputi: 

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). 

2. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 

3. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip 

Syariah Dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta 

Pelayanan Jasa Bank Syariah. 

4. Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas 

Peraturan Bank Indonesia No.10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi 

Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. 

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi 

Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. 
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b. Bahan Hukum Sekunder (secondary law material) 

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 

artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang pembiayan 

kendaraan syariah dan penyebab faktor macetnya pembiayaan tersebut 

disertai dengan pemecahan masalahnya. 

c. Bahan Hukum Tersier (tertiary law material) 

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau 

disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti kamus, 

dan juga ensiklopedia.  

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan permasalahan dan sumber data yang diperlukan, maka dalam 

penilitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka (bibliography study) 

Cara ini dilakukan dengan mencari data, bahan-bahan teoritis dengan cara 

mengutip atau merangkum bahan -bahan pustaka dan literatur -literatur yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

2. Wawancara (interview) 

Dilakukan untuk mengetahui keadaan secara real/nyata terhadap apa yang terjadi 

pada kredit macet pada pro]duk pembiayaan KPR iB Muamalat dan bagaimana 
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penyelesaiannya dengan bersumber langsung pada pihak terkait, dalam hal ini 

pihak PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung yaitu:  

1. Guntur Lesmana (Credit Risk Analyst) PT Bank Muamalat Tbk, Kantor 

Cabang Bandar Lampung. 

2. Riza Pahlepi Digraha (Retail Banking Officer) PT Bank Muamalat Tbk, 

Kantor Cabang Bandar Lampung. 

 

G. Metode Pengolahan Data 

Penelitian ini melakukan pengolahan data dengan : 

1. Identifikasi data 

Menelaah data yang diperoleh yang disesuaikan dengan pembahasan. 

2. Seleksi Data 

Memeriksa kembali apakah data itu sesuai dengan bahasan. 

3. Klasifikasi Data 

Pengelompokkan data agar sesuai dengan pembahasan. 

4. Sistematika Data. 

Penelusuran kembali apakah data telah sesuai dan urut secara sistematis. 

H. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data 

kualitatif  adalah data yang dikumpulkan naturalistik yang terdiri atas kata-kata 

yang tidak diolah menjadi angka-angka. Pola pikir secara kualitatif artinya  hanya 

mengecek dan melaporkan apa yang terjadi di tempat peneliti. Data dalam 

penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara 



45 
 

sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik 

kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari sistematika 

pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah 

menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari 

permasalahan yang diteliti. 
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IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet dalam Produk KPR iB Muamalat  

KPR syariah merupakan salah satu produk pembiayaan untuk membiayai 

kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumtif) baik baru 

maupun bekas. Pada dasarnya, bank syariah sama dengan bank konvensional, yakni 

sebagai instrumen penghimpun dana yang menyalurkannya kembali pada pihak-

pihak yang membutuhkan75. Begitu pula dengan pembiayaan yang juga dilakukan 

tidak hanya oleh bank konvensional namun disediakan pula oleh bank-bank syariah.  

Pada produk pembiayaan KPR, terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank 

konvensional diantaranya pemberlakukan sistem kredit dan sistem markup76, 

kebolehan dan ketidakbolehan tawar menawar (bargaining position), prosedur 

pembiayaan dan sebagainya77. Perbedaan antara keduanya adalah, dimana bank 

konvensional menggunakan sistem bunga, maka bank syariah menerapkan prinsip 

bagi hasil kerugian atau biasa disebut profit78 dan loss sharing79.  Kentungan bank 

syariah pada produk KPR dikenakan kepada pihak nasabah atas dasar kesepakatan 

bersama. Harga jual ditetapkan di awal ketika nasabah menandatangani akad 

                                                             
75 Slamet Ristanto, Jangan Salah Memilih KPR, Pustaka Gratama, Yogyakarta, 2008. 

Hal. 20 
76 Mark up adalah penggelembungan anggaran untuk mendapatkan pinjaman dari bank 

melebihi kebutuhan. 
77 Helmi Haris, Loc.Cit. 
78 Profit adalah keuntungan, untung, manfaat. 
79 Loss Sharing adalah bagi hasil  kerugian. 
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pembiayaan jual beli rumah dengan angsuran tetap sampai jatuh tempo 

pembiayaan. Dengan adanya kepastian jumlah angsuran bulanan yang harus 

dibayar sampai dengan masa angsuran selesai, nasabah tidak akan dipusingkan 

dengan masalah naik/turunnya angsuran.80 Nasabah juga diuntungkan ketika ingin 

melunasi angsuran sebelum masa kontrak berakhir, karena bank syariah tidak akan 

mengenakan penalti81. KPR iB Muamalat adalah sebuah produk pembiayaan yang 

akan membantu nasabah untuk memiliki rumah tinggal/apartemen baru 

(indent/ready stock) maupun secondary. Pembiayaan ini juga dapat dilakukan 

untuk melakukan pengalihan take over KPR dari bank lain, pembangunan, renovasi 

rumah tinggal, dan juga konsep  untuk pembelian properti baru second/ready stock.   

KPR iB Muamalat menggunakan akad murabahah, dimana dalam pembiayaan KPR 

ini berarti pihak bank syariah dalam hal ini PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar 

Lampung harus memberitahukan harga perolehan atau harga asal rumah yang dibeli 

dari developer kepada nasabah KPR syariah. Bank bersama nasabah juga ikut 

menentukan suatu tingkat keuntungan (profit margin) sebagai tambahan.82 

Pengajuan untuk melakukan pembiayaan KPR iB Muamalat juga memiliki 

beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi berupa: 

a. Konsep untuk pembelian properti baru (indent) 

Konsep ini dilakukan untuk pembelian properti baru dengan skema pembeli 

indent dari developer yang telah terikat kerjasama dengan bank, dalam hal ini 

                                                             
80Matlexaw, KPR Syariah Adalah, https://kompasiana.com/matlexaw/kpr-syariah-

adalah_547643ea3331d2338b47cf, diakses pada 15 April 2018 pada pukul 22.08 WIB. 
81 Ibid. 
82 Wawancara dengan Bapak Guntur Lesmana, Credit Analyst, pada PT Bank Muamalat 

Tbk Cabang Bandar Lampung. 
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pembiayaan dilakukan menggunakan akad murabahah. Dalam hal pembelian 

material bangunan dan tanah, bank hanya dapat memberikan pembiayaan untuk 

rumah indent dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut83: 

1. Fasilitas pembiayaan KPR iB Muamalat merupakan fasilitas pertama bagi 

nasabah dari seluruh fasilitas yang diterima bank yang sama ataupun bank 

lainnya. Fasilitas pertama disini berarti nasabah baru pertama kali melakukan 

pengajuan pembiayaan KPR (biasanya digunakan untuk pembiayaan KPR 

subsidi). Pemberian fasilitas kredit/pembiayaan bagi bank dianggap sah jika 

telah memenuhi ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian sesuai pasal 

1320 KUHPdt. 

2. Ada perjanjian kerjasama antara bank dengan developer84 yang memuat 

kesanggupan developer untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang 

diperjanjikan dengan nasabah. Developer yang bekerjasama dengan bank 

dalam hal ini biasanya merupakan developer rekanan dari bank sendiri, 

namun perjanjian kerjasama pembiayaan KPR iB Muamalat pada dasarnya 

hanya mewajibkan ketiga pihak yakni Bank yaitu PT Bank Muamalat Tbk 

Cabang Bandar Lampung, nasabah dalam hal ini pasangan suami/istri, dan 

juga notaris. Ketiga pihak tersebut tidak dapat diwakilkan oleh siapapun 

karena diwajibkan untuk menunjukkan identitas asli para pihak. 

3. Ada jaminan dari developer kepada bank, bahwa developer akan 

menyelesaikan kewajiban kepada nasabah penerima fasilitas apabila properti 

tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat diserahterimakan sesuai perjanjian. 

                                                             
83 Wawancara dengan Bapak Guntur Lesmana, Credit Analyst pada PT Bank Muamalat 

Tbk Cabang Bandar Lampung pada 11 Juni 2018. 
84 Developer adalah pengembang. 
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Jaminan KPR rumah indent diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 

18/19/DKMP/2016 tentang Ratio Loan to Value untuk kredit properti, 

pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan 

kendaraan bermotor. Jaminan pada bank oleh developer nilainya paling 

kurang sebesar selisih antara komitmen kredit atau pembiayaan dengan 

pencairan oleh bank. Jaminan juga dapat dieksekusi jika developer tidak 

dapat menyelesaikan pembangunan properti. 

4. Pencairan fasilitas hanya bisa diselesaikan secara bertahap sesuai 

perkembangan pembangunan atau progress yang menjadi agunan. Pencairan 

kepada developer oleh bank tidak dilakukan langsung 100% 

b. Konsep untuk properti baru dan second (ready stock) 

1. Bank dapat membeli properti langsung dengan cara mengirimkan purchase 

order85 kepada developer. Pembayaran ke developer akan dilakukan setelah 

menjual properti yang telah dibeli dari developer kepada nasabah. Purchase 

order berupa spesifikasi rincian properti yang diinginkan nasabah beserta 

dengan harga belinya. 

2. Apabila diperlukan adanya akad wakalah untuk pembelian properti dari 

developer, maka akad wakalah dilakukan bersamaan dengan pemberian 

offering letter86 pembiayaan kepada nasabah. Pembayaran ke developer akan 

dilakukan setelah bank menjual properti yang telah dibeli developer . 

                                                             
85Purchase order adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang 

yang ingin mereka beli dari pihak penjual. 
86 Offering letter/surat kontrak kerja adalah awal dari terjadinya suatu kesepakatan kerja. 
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Pembiayaan hunian ini memiliki beberapa fitur unggulan antara lain memberikan 

angsuran super ringan setara 5% pada 3 tahun pertama, plafond87 hingga Rp. 25 

Milyar, cicilan KPR iB Muamalat juga tidak akan menaikki kenaikkan selama 3 

tahun  karena jumlah cicilan akan terus tetap, yang mana akan membuat nasabah 

lebih mudah untuk mengatur cashflow88 keuangannya di awal pembiayaan. 

Kemudian, pada tahun ke-4 maka periode KPR iB Muamalat nasabah akan 

memasuki periode reguler, periode reguler disini artinya cicilan berikutnya 

disesuaikan dengan hasil akad yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank.  

Cicilan akan naik bersamaan apabila pendapatan/gaji nasabah mengalami 

kenaikkan. Selain itu, dengan menggunakan akad murabahah, nasabah akan 

mendapat kepastian besarnya angsuran setiap bulan hingga akhir periode 

pembiayaan. Nasabah tidak perlu khawatir cicilan KPR iB Muamalat menjadi suku 

bunga floating89. Pada pembiayaan produk KPR iB Muamalat, cicilan KPR serta 

keuntungan bank ditentukan dalam akad yang disetujui oleh kedua belah pihak.  

Saat pelaksanaan awal dilakukan, nasabah harus memberikan spesifikasi mengenai 

rumah tinggal/apartemen yang diinginkan dengan mengajukan dokumen 

persyaratan yang akan diverifikasi oleh PT Bank Muamalat Cabang Bandar 

Lampung dengan penilaian jaminan dan analisa. Kemudian account manager90 

akan membuat usulan pembiayaan berdasarkan hasil analisa yang telah diajukan, 

apabila jaminan nasabah telah selesai dinilai oleh PT Bank Muamalat Tbk Cabang 

                                                             
87 Plafond adalah batasan biaya tertinggi pemakaian kredit yang dikeluarkan oleh sebuah 

koperasi atau bank 
88 Cashflow adalah gambaran jumlah uang yang masuk dan keluar. 
89 Bunga floating adalah metode hitungan bunga untuk menjamin kredit terutama dalam 

KPR rumah, ruko, apartemen atau kredit properti lainnya.. 
90 Account Manager adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penjualan satu atau 

lebih. 
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Bandar Lampung dan dianggap layak untuk diberikan pembiayaan, maka nasabah 

diminta untuk melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan dihadapan notaris. 

Selanjutnya, bank akan melakukan keputusan perihal layak/tidaknya nasabah untuk 

menerima pembiayaan KPR iB Muamalat. Apabila kembali dinilai layak, maka PT 

Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung akan melakukan perjanjian/akad 

pembiayaan rumah tersebut melalui prinsip bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan 

antara bank dan nasabah bersamaan dengan diberikannya surat persetujuan 

pembiayaan kepada nasabah yang seterusnya akan diikuti oleh pencairan dana yang 

kemudian akan dikirimkan ke dalam rekening nasabah.91 Sebelum penciaran 

fasilitas, nasabah diwajibkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Umum 

1. Membuka rekening di PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung. 

2. Melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen legalitas dan jaminan 3 hari 

sebelum penandatanganan dan jaminan diikat secara sempurna dihadapan 

notaris. 

b. Khusus 

1. Segala pencairan fasilitas dilakukan oleh notaris yang ditunjuk PT Bank 

Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung. 

2. Pencairan fasilitas didapatkan setelah semua persyaratan pembiayaan 

dipenuhi. 

 

                                                             
91 Wawancara dengan Bapak Riza Pahlepi Digraha, Retail Banking Officer pada PT Bank 

Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung pada 12 Juni 2018.  
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3. PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung diberi kuasa oleh 

nasabah untuk mendebet rekening nasabah dengan sejumlah angsuran 

bulanan sesuai jumlah angsuran yang telah disepakati sampai pembiayaan 

lunas. 

Setelah pembiayaan KPR iB Muamalat berhasil dilakukan oleh PT Bank Muamalat 

Tbk Cabang Bandar Lampung, nasabah telah berkewajiban untuk mengangsur 

cicilan pembiayaan KPR iB Muamalat tersebut. Namun, untuk mendapatkan 

pembiayaan tersebut, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

calon nasabah KPR iB Muamalat, syarat-syarat tersebut adalah92: 

1. Persyaratan calon nasabah: 

a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Negara Kesatuan   

Republik Indonesia. 

b. Tidak cacat hukum. 

c. Usia minimum 21 tahun dan pada saat pembiayaan jatuh tempo maksimum 

55 tahun untuk karyawan, dan 60 tahun untuk wiraswasta/profesional. 

d. Untuk pegawai instansi/perusahaan dengan ketentuan umur pensiun 

dibawah 55 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo dan bisa melebihi 

maksimal ketentuan apabila dapat memberikan bukti berupa akan tetap 

berkerja di instansi yang harus diverifikasi  berwenang sesuai dengan 

kewenangannya. 

Apabila nasabah adalah seorang pegawai/karyawan kontrak di perusahaan, maka 

kriteria yang harus dipenuhi adalah: 

                                                             
92 Brosur PT Bank Muamalat Tbk  Cabang Bandar Lampung. 
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a. Memiliki pengalaman kerja 2 tahun di perusahaan tempat nasabah bekerja. 

b. Minimum 1 tahun di perusahaan tempat nasabah sekarang bekerja, dan 

minimal 2 tahun sebagai pegawai kontrak/tetap di perusahaan sebelumnya. 

c. Minimum 6 bulan di perusahaan tempat nasabah sekarang bekerja, dengan 

pengalaman kerja 3-5 tahun sebagai pegawai kontrak/tetap di perusahaan 

sebelumnya. 

2. Syarat dan Prosedur Pembiayaan 

a. Identitas pribadi dan pasangan 

1. KTP93 pemohon suami/istri. 

2. Kartu keluarga. 

3. Akta nikah/cerai (bagi yang menikah/cerai). 

4. NPWP94 (suami/istri). 

5. Foto berwarna (suami/istri) 4x6 = 2 lembar 

6. SPT95 tahunan, jika tidak memiliki NPWP. 

 b.  Data Penghasilan 

1. Slip gaji 3 bulan terakhir/surat keterangan penghasilan (suami/istri). 

2. Rekening koran96/tabungan 3 bulan terakhir yang mencerminkan gaji/ 

penghasilan (suami/istri). 

                                                             
93  KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi 

pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. 
94 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri/identitas wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
95 SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 

perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan 

kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
96 Rekening koran adalah laporan yang diberikan bank tiap bulan pada pemegang rekening 

giro. 
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3. Laporan keuangan perusahaan dan atau bukti/catatan transaksi bisnis (bisa 

fotocopy). 

4. SK pengangkatan pegawai/SK lama bekerja (suami/istri). 

5. Surat izin praktik profesi (bisa fotocopy). 

c. Data Jaminan 

1. Copy sertifikat & PBB97 2 tahun terakhir. 

2. Copy IMB98. 

3. Surat keterangan outstanding99 bank sebelumnya (khusus takeover100). 

4. Rencana anggaran biaya (khusus renovasi dan pembangunan). 

Produk pembiayaan kepemilikan KPR iB Muamalat sendiri merupakan salah satu 

pembiayaan yang diberikan oleh  PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung 

dengan jenis transaksi murabahah. Produk murabahah merupakan salah satu produk 

pembiayaan menggunakan akad murabahah yang paling banyak diterapkan dalam 

berbagai aktifitas perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia banyak 

menggunakan pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena akad jual beli 

(murabahah) memiliki resiko paling kecil.  

Prinsip pembiayaan murabahah yang dianut oleh PT Bank Muamalat Tbk Cabang 

Bandar Lampung sendiri terdiri dari101 :  

                                                             
97 PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan 

dan atau kedudukan sosial/ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak 

atasnya/memperoleh manfaat dari padanya. 
98 IMB adalah izin mendirikan bangunan. 
99 Surat keterangan outstanding adalah surat keterangan jumlah kredit yang tercatat pada 

rekening pinjaman peminjam di bank atau disebut juga saldo pinjaman. 
100 Takeover adalah pengalihan kredit/hutang atau transaksi pelunasan/pembayaran yang 

setelah itu akan timbul pembiayaan baru. 
101 Wawancara dengan Bapak Riza Pahlepi Digraha, Retail Banking Officer pada PT 

Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung pada 12 Juni 2018. 
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1. Pembiayaan murabahah digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian 

kendaraan bermotor, rumah, alat rumah tangga, lainnya maupun tujuan 

produktif seperti kebutuhan modal kerja/investasi. 

2. Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus 

dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil. 

3. Saat penyusunan perjanjian pembiayaan murabahah, bank sebagai penjual 

harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek 

pembiayaan kepada nasabah. Seperti harga pokok, kualitas, kuantitas, margin 

pembiayaan yang akan diperjualbelikan. 

4. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah harus tertera dengan jeas 

bahwa bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang 

terdiri atas harga perolehan dan margin. 

5. Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan oleh bank untuk 

memiliki objek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung 

dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan jelas dan transparan oleh bank. 

6. Biaya-biaya yang terkait langsung dapat diperhitungkan ke dalam penetapan 

harga perolehan antara biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank 

dalam rangka memelihara dan atau meningkatkan nilai barang. 

7. Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati 

atas objek pembiayaan secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak 

perjanjian. 

Dalam pemberian kredit, PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung 

membagi kriteria golongan kredit menjadi 2, yaitu golongan kredit lancar dan 
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golongan kredit bermasalah. Kredit lancar adalah kredit yang perjalanannya 

lancar/memuaskan, artinya segala kewajiban diselesaikan oleh nasabah secara baik, 

sedangkan kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak 

sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang 

telah dijanjikannya. Kolektibilitas kredit dalam pembiayaan KPR iB Muamalat di 

PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung, terdiri dari: 

a. Kredit dengan Kualitas Lancar (Kolektibilitas 1) 

Merupakan kredit lancar, tidak terdapat tunggakan dan tepat waktu. Nasabah 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad yang diperjanjinkan dengan 

bank sebelumnya. Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria: 

1. Pembayaran angsuran pokok tepat waktu. 

2. Memiliki mutasi rekening yang aktif. 

3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. 

 

b. Kredit dengan Kualitas Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2) 

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang digolongkan lancar akan 

tetapi mulai terdapat tunggakan. Kredit digolongkan dalam perhatian khusus 

apabila 

1. Ditinjau dari segi kemampuan membayar yang tergolong dalam kredit 

dengan kualitas dalam perhatian khusus terdapat penunggakan pembayaran 

kepada bank sampai dengan 90 hari. 

2. Kadang-kadang terjadi cerukan102. 

                                                             
102 Cerukan adalah perpanjangan kredit dari lembaga peminjam saat rekening mencapai 

angka nol. Dalam istilah orang awam, cerukan terjadi saat bank memperbolehkan anda menarik 
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3. Mutasi103 rekening relatif aktif. 

4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 

5. Didukung oleh pinjaman baru. 

 

c. Kredit Kurang Lancar (Kolektibilitas 3) 

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan. 

Golongan kredit kurang lancar yang dimaksud adalah: 

1. Pengembalian pembayaran telah mengalami penundaan pembayaran 

melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari. 

2. Pada kondisi ini hubungan antara nasabah dengan bank memburuk. 

3. Informasi keuangan tidak dapat diyakini oleh bank. 

 

d. Kredit Diragukan (Kolektibilitas 4) 

Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran. 

Golongan kredit diragukan apabila: 

1. Penundaan pembayaran antara 180-270 hari. 

2. Pada kondisi ini hubungan antara nasabah dengan bank lebih memburuk. 

3. Informasi keuangan tidak dapat dipercaya. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
uang dari sebuah rekening, meskipun anda tidak memiliki sisa dana dalam rekening tersebut. Pada 

dasarnya, cerukan sama seperti meminjam dari bank. 
103 Mutasi Rekening adalah semua catatan/riwayat transaksi yang terjadi dalam sebuah 

rekening bank, baik itu yang berupa aliran dana masuk maupun dana keluar. 
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e. Kredit Macet (Kolektibilitas 5) 

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit macet apabila: 

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok melampaui 270 hari. 

2. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada 

nilai wajar. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Guntur Lesmana 

selaku Credit Analyst PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung, Credit 

Analyst mengatakan bahwa terdapat 1.210 jumlah nasabah yang telah mengambil 

pembiayaan KPR iB Muamalat pada PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar 

Lampung, dengan total 120 orang nasabah yang masuk dalam kategori 

kolektibilitas kredit bermasalah (kolektibilitas 2, 3, 4), dan 51 orang nasabah 

sisanya masuk dalam kategori kredit macet (kolektibilitas 5).104  

Hasil wawancara bersama yang dilakukan bersama dengan Bapak Guntur Lesmana 

selaku credit analyst di PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung juga 

menjelaskan bahwa terdapat 2 faktor penyebab mengapa terdapat kredit macet KPR 

dalam pembiayaan KPR iB Muamalat di PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar 

Lampung. Faktor-faktor tersebut berupa faktor yang berasal dari nasabah dan juga 

faktor dari pihak bank. Faktor-faktor penyebab kredit macet dalam produk 

pembiayaan KPR iB Muamalat Cabang Bandar Lampung menurut credit analyst  

PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung adalah105: 

                                                             
104 Wawancara dengan Bapak Guntur Lesmana Credit Analyst  pada PT Bank Muamalat 

Tbk Cabang Bandar Lampung pada 11 Juni 2018. 
105 Ibid. 
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1. Faktor dari nasabah 

a. Kelemahan karakter nasabah 

1. Nasabah memiliki karakter yang kurang baik/kurang itikad baik. Ketika 

akan melaksanakan akad maka hubungan antara pihak bank dan nasabah 

tidak dapat dipisahkan, sebab dalam pelaksanaan akad tersebut dibutuhkan 

itikad baik. Itikad baik secara subjektif menunjuk pada sikap batin atau 

unsur yang ada dalam diri pembuat, sedangkan itikad baik dalama arti 

objektif lebih pada hal-hal diluar diri perilaku. Itikad baik diartikan sebagai 

niat, maksud, kemauan yang baik dan jujur tanpa maksud menipu atau 

merugikan orang lain dalam hal ini yang dimaksud adalah itikad baik 

nasabah terhadap pihak bank, banyak nasabah mencoba mengindahkan 

surat peringatan (SP) berkaitan dengan keterlambatan pembayaran kredit 

yang umumnya akan dikirimkan 3 kali oleh bank. Apabila nasabah telat 

bayar 1 bulan, bank akan mengirim SP 1 dengan tenggat hingga 3 minggu 

sejak surat diterbitkan, jika sudah lewat tenggat nasabah masih belum 

melakukan pembayaran maka dikirimkanlah SP 2 dengan tenggat waktu 

yang sama, jika nasabah masih tidak sanggup untuk membayar maka 

dikirimkanlah kembali SP 3 yang akan dikirimkan kembali oleh bank 

hingga tenggat waktu 4 minggu. Apabila hingga tenggat SP 3 berakhir 

nasabah masih tidak memberikan jawaban, maka pihak bank akan 

mengirimkan seorang perwakilan untuk menemui nasabah untuk meminta 

penjelasan mengenai kesanggupan untuk melunasi cicilan kredit KPR iB 

Muamalat yang telah diberikan. Kurangnya itikad baik nasabah kepada 

pihak bank juga tercermin saat nasabah mencoba untuk mencari-cari 



60 
 

alasan untuk menghindari pembayaran dengan berpura-pura tidak ada 

dirumah saat petugas bank mencoba mempertanyakan keterlambatan 

pembayaran. 

2. Nasabah sulit dihubungi, kabur, dan tidak diketahui keberadaannya oleh 

pihak bank. Perilaku sulit dihubungi biasanya mulai dilakukan nasabah 

ketika kredit mulai memasuki kategori kredit bermasalah. Pada saat kredit 

KPR mulai menunggak nasabah akan sangat sulit dihubungi atau mencoba 

mengganti nomor telefon, kebanyakan nasabah sering beralasan sedang 

berada di luar kota karena urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, 

beberapa nasabah juga beralasan bahwa terdapat urusan keluarga di 

kampung halaman sehingga mengalami kendala pada lemahnya sinyal 

ponsel sehingga tidak dapat menjawab/menghubungi panggilan pihak 

bank kembali. Ketika kategori pembiayaan pada akhirnya berada dalam 

kategori kredit macet, banyak dari nasabah juga menghilang dengan 

pindah rumah serta menjual rumah kepada orang lain tanpa sepengetahuan 

pihak bank. 

 

b. Kelemahan/kelalaian kemampuan Nasabah 

1. Usaha nasabah menurun. Penurunan usaha pihak nasabah merupakan salah 

satu faktor utama dari berbagai faktor mengapa banyak nasabah telat 

melakukan pembayaran hingga jatuh tempo berbulan-bulan sehingga 

berujung pada kredit macet, sayangnya kebanyakan nasabah tidak mecoba 

melaporkan hal ini kepada pihak bank terlebih dahulu sehingga kredit yang 

awalnya hanya masuk dalam kategori bermasalah berubah menjadi kredit 
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macet. Penurunan usaha/kemampuan nasabah atas pengembalian kredit 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 

a. Nasabah mengalami sakit keras/kecelakaan yang membutuhkan biaya 

pengobatan yang tidak sedikit dan waktu pemulihan yang cukup lama 

di rumah sakit sehingga usahanya menjadi menurun begitu juga 

dengan pemasukan pendapatannya karena nasabah tidak dapat 

meneruskan aktifitas usaha/pekerjaannya seperti biasa. 

b. Usaha nasabah menurun akibat karena keadaan ekonomi sedang 

lemah/negatif atau persaingan usaha yang gagal dimana produksi 

yang dihasilkan nasabah telah banyak di pasaran sehingga konsumen 

memiliki banyak pilihan dan menjadi jenuh. Hal ini sangat  

mempengaruhi pendapatan nasabah untuk mengembalikan 

pinjamannya. 

c. Jumlah produksi dikurangi karena faktor tingginya harga bahan baku 

dan biaya angkut sehingga harga barang produksi menjadi naik dan 

kemampuan pasar untuk membeli barang menjadi menurun sehingga 

pendapatan nasabah juga ikut menurun. 

d. Politik dalam negeri tidak stabil seperti pelemahan nilai tukar rupiah 

yang berakibat pada naiknya harga-harga barang di pasaran. Tidak 

hanya barang-barang elektronik ataupun kendaraan, tetapi juga 

berimbas pada harga dan kebutuhan pokok, sehingga uang yang 

tadinya akan digunakan untuk membiayai pengembalian kredit 

dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain. 
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e. Terbitnya peraturan pemerintah yang tidak menguntungkan usaha 

nasabah. Peraturan pemerintah terkait kenaikkan pajak, sektor ekspor-

impor barang, tarif angkutan transportasi, dan kenaikkan harga bahan 

bakar juga mempengaruhi usaha nasabah apabila usaha nasabah 

bergerak pada bidang-bidang tersebut. 

2. Nasabah bangkrut. Nasabah bangkrut memberikan dampak yang besar 

terhadap macetnya pengembalian kredit apabila nasabah tidak memiliki 

sumber pendapatan lain untuk membayar kredit kembali, beberapa contoh 

penyebab nasabah bangkrut adalah: 

a. Nasabah di PHK dari pekerjaannya, PHK memberikan akibat buruk 

untuk nasabah karena nasabah akan kehilangan pekerjaan beserta 

pemasukannya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga 

nasabah menjadi berat untuk mengembalikan kredit yang telah 

diambilnya. 

b. Nasabah diturunkan dari jabatannya/pensiun dini sehingga pendapatan 

lebih yang seharusnya dapat membiayai kredit KPR digunakan untuk 

membiayai kebutuhan nasabah yang lain terlebih dahulu. 

c. Usaha nasabah terkena musibah dan faktor alam seperti kebakaran, 

banjir, gempa bumi, perubahan cuaca yang tidak menentu juga 

berakibat merusak/menghancurkan usaha sehingga pendapatan usaha 

nasabah terganggu apabila usaha nasabah bergerak di bidang 

perkebunan dan pertanian. Merupakan sebuah risiko nasabah apabila 

usaha dari nasabah berada pada daerah yang sering terjadi bencana 

alam. Hal ini disebabkan apabila nasabah melakukan salah perhitungan 
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dalam menentukan lokasi usaha dengan sumber bahan baku, pabrik 

dengan gudang, lokasi dengan sumber tenaga kerja, kemudahan 

transportasi sehingga berdampak pada pencapaian keuntungan usaha. 

d. Faktor kegagalan bisnis yang muncul diluar kemampuan para pihak 

seperti aspek hubungan, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek 

pemasaran, aspek teknis, aspek produksi, aspek keuangan, aspek 

sosial/ekonomi. Nasabah kurang memahami dan lemah dalam 

mengelola usahanya sehingga bisnis menjadi gagal. 

3. Nasabah melakukan pembelian aset-aset yang tidak produktif sehingga 

tidak dapat melakukan pembayaran secara semestinya/ banyak juga karena 

nasabah mengalihkan dana kredit yang diberikan oleh bank untuk 

menutupi kredit nasabah yang lain di bank tertentu. Pemberian kredit yang 

diberikan kepada nasabah dapat menimbulkan masalah baru apabila dana 

yang dikeluarkan oleh bank tersebut tidak digunakan secara semestinya. 

 

2. Faktor dari pihak bank 

a. Berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat 

terhadap nasabahnya, sikap dan tindakan pejabat bank yang kurang berhati-

hati dalam melakukan prinsip 5c, prinsip-prinsip tersebut adalah: 

1. Character, merupakan sifat dan watak seseorang. Sifat atau watak dari 

orang-orang yang akan diberikan kredit harus benar-benar dapat 

dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon nasabah, baik 

bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi, dari sifat dan 

watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemampuan nasabah 

untuk membayar. 
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2. Capacity, kemampuan nasabah uutuk membayar. Dari penilaian ini 

dapat terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis dan 

mengembalikan pinjaman. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar 

belakang pendidikan dan pengalaman selama dalam mengelola 

usahanya. 

3. Capital, melihat banyaknya sumber modal yang dimiliki, termasuk 

persentase modal digunakan untuk membiayai produk yang akan 

dijalankan, berapa modal sendiri dan modal pinjaman. 

4. Collateral, jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi kredit yang 

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika 

terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat 

dipergunakan secepat mungkin. 

5. Condition of Economy, dilihat dari keadaan prekonomian disekitar 

tempat tinggal calon nasabah juga harus diperhatikan untuk 

memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa yang 

akan datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan adalah daya beli 

masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan 

baku, pasar modal, dan sebagainya. 

b. Selain dari penilaian dengan metode analisis 5C, bank juga kurang 

menganalisis prinsip  yang dikenal dengan metode analisis 7P, prinsip 7P 

tersebut yaitu: 
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1. Personality, menilai nasabah dari kepribadian atau tingkah-lakunya 

sehari-hari maupun masa lalunya. Selain itu juga mencakup emosi, 

tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah. 

2. Party, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. 

3. Purpose, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk kredit yang diinginkan nasabah. 

4. Prospect, digunakan untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan 

datang apakah akan menguntungkan atau tidak. Hal yang penting jika 

suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, maka 

bukan hanya bank yang dirugikan, namun juga nasabah. 

5. Payment, ukuran bagaimana cara nasabah mengambalikan yang telah 

diambil atau dari sumber mana sajakah dana untuk pengembalian kredit. 

Semakin banyak sumber, maka akan semakin baik karena apabila 

usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor yang lain. 

6. Profitability, sebagai alat untuk menganalisis bagaimana kemampuan 

nasabah dalam mencari keuntungan atau laba. Hal ini diukur dari 

periode ke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat, terutama 

dengan bertambahnya kredit. 

7. Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan 

jaminan mendapatkan perlindungan. 

c. Pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan perkreditan merupakan sumber 

pendapatan utama sebagian besar bank sehingga ambisi atau nafsu yang 

berlebihan untuk memperoleh laba menimbulkan pertimbangan yang tidak 
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sehat dalam pemberian kredit seperti analisis kredit tidak berdasarkan data 

akurat, informasi kredit tidak lengkap, data kredit tidak didokumentasi 

dengan baik. Kurangnya pertimbangan dan analisa yang mendalam 

terhadap pihak nasabah menyebabkan kegagalan kredit menjadi lebih besar.  

d. Kelemahan dalam penilaian dan pemantauan agunan, seperti jaminan tidak 

dipantau, nilai agunan tidak sesuai, agunan fiktif, agunan sudah dijual, 

pengikatan agunan lemah. Jaminan yang tidak sesuai akan memberatkan 

bank untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikannya kepada 

nasabah. Tidak adanya kemampuan untuk menganalisis kemampuan teknis 

dalam menganalisis nilai agunan akan berakibat kegagalan dalam operasi 

perkreditan bank. 

e. Kelemahan sumber daya manusia seperti sikap memudahkan/ceroboh 

terhadap suatu masalah dalam proses kredit, terbatasnya tenaga yang ahli 

dibidang penyelamatan penyelesaian kredit, kurangnya ahli hukum untuk 

mendukung penyelesaian kredit macet juga akan mengakibatkan kegagalan 

atas pelunasan kembali kredit yang diberikan. 

f. Kurangnya pengawasan efektif dan berkesinambungan setelah pemberian 

kredit menyebabkan kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena 

nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Bank disini masih 

kurang cermat dalam melihat early warning sign yang ditunjukkan nasabah 

juga lemah dalam melakukan pemantauan terhadap kolektibilitas kredit 

nasabah sehingga menjadi salah satu celah penyebab kredit bermasalah 

berubah menjadi kredit macet. 
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Faktor kredit macet yang berasal dari nasabah pada umumnya diakibatkan oleh 

tidak adanya itikad baik dan kurangnya komunikasi yang ditunjukkan oleh nasabah 

kepada bank. Sejak awal sebelum mengajukan kredit, nasabah seharusnya telah 

memikirkan secara matang dan mengukur sejauh mana kemampuan keuangannya 

dalam membayar pelunasan kredit apabila terjadi kendala dikemudian hari. Bagi 

nasabah yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja dapat mengajukan 

pesangon pada perusahaan/instansi tempat nasabah yang dapat digunakan untuk 

membayar kredit kembali atau apabila dirasa uang nasabah masih belum cukup, 

nasabah dapat melakukan penjualan aset berupa harta benda seperti perhiasan atau 

kendaraan agar mencegah terjadinya kredit macet yang malah akan lebih 

memberatkan kehidupan nasabah lebih jauh lagi.  

Nasabah juga dapat mengajukan moratorium106 kepada bank apabila nasabah benar-

benar merasa tidak memiliki dana lain untuk melanjutkan cicilan KPR, sehingga 

bank akan mengetahui penyebab kemacetan dan akan kembali mengkaji ulang 

apakah nasabah layak diberikan penundaan pembayaran atas pinjaman KPR 

tersebut, pengajuan moratorium kepada bank juga dapat berlaku untuk para nasabah 

yang mengalami musibah bencana alam seperti gempa, banjir, dan lain-lain.  

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya menuntut adanya tindakan yang harus 

dilakukan sangat hati-hati oleh bank karena risiko yang akan dihadapi dengan 

pemberian kredit tersebut sangatlah besar karena sangat mempengaruhi tingkat 

kesehatan suatu bank. Risiko tidak tertagihnya piutang dan terlambatnya 

penerimaan piutang dari jadwal juga akan mempengaruhi mental, karir, moral, 

                                                             
106 Moratorium adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang 

agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat. 
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waktu karyawan bank beserta pemegang saham, sehingga bank harus benar-benar 

melakukan pertimbangan dengan cermat atas kelayakan dan kesanggupan nasabah 

dalam mengembalikan kredit yang akan diberikan. Apabila setelah diberikan 

nasabah peminjam terlalu sering terlambat dalam membayar angsuran pinjaman 

maka hal itu perlu diwaspadai oleh bank, perilaku tersebut menunjukkan gejala 

bahwa kredit yang diperoleh nasabah bermasalah dan bank harus segera 

memberikan pemantauan dan pengawasan lebih lanjut terkait keterlambatan 

tersebut, apabila bank secara rutin melakukan pengawasan kepada nasabah dan 

usahanya, maka bank akan lebih mudah mendeteksi dengan lebih dini kemungkinan 

terjadinya kredit bermasalah sehingga dapat ditentukan tindakan yang tepat untuk 

mengatasinya. 

Pada praktiknya, mereka yang mengajukan kredit adalah meliputi perorangan dan 

juga badan hukum. Setiap pemohon memiliki persyaratan yang berbeda sesuai 

dengan persyaratan yang telah diberikan oleh bank. Untuk pengajuan kredit yang 

diberikan oleh bank kepada nasabah biasanya akan diberikan formulir standar yang 

berisi identitas diri, daftar riwayat hidup, izin usaha, dan akta pendirian usaha 

nasabah. Hal ini merupakan salah satu bentuk dalam melaksanakan prinsip kehati-

hatian, bank juga harus melakukan analisis yang baik terhadap permohonan kredit 

yang diajukan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir kredit yang dipinjam 

nasabah tidak terjadi kemacetan dalam pengembaliannya dengan cara 

mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan 

membayar nasabah. Tujuan analisa ini tidak lain hanyalah untuk meyakinkan bank 

bahwa nasabah yang akan mendapatkan kredit tersebut benar-benar dapat 

dipercaya, karena apabila bank terlalu mempermudah dan memberikan kredit tanpa 
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melakukan penilaian terhadap nasabah terlebih dahulu, bank akan menanggung 

risiko yang jauh lebih besar yaitu kredit macet. Pengawasan kualitas kredit atau 

tingkat kolektibilitas, baik masing-masing nasabah secara individual maupun 

secara keseluruhan sangat bermanfaat untuk menilai kemampuan manajemen 

cabang dalam mengelola kegiatan perkreditan dan berguna sebagai bahan 

pengambilan keputusan tentang kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka 

membina nasabah ke tingkat kolektibilitas yang lebih baik. 

 

B. Penyelesaian Kredit Macet Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat Cabang 

Bandar Lampung. 

Pemberian kredit pada KPR iB Muamalat tentu memiliki risiko. Risiko kredit pada 

umumnya merupakan risiko utama bank yang berasal dari konsekuensi bank 

sebagai pemberi pinjaman. Risiko kredit timbul akibat kegagalan nasabah atau 

pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang terjadi yang 

berakibat merugikan. Secara umum risiko kredit didefinisikan sebagai kegagalan 

nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank.  

Pada industri perbankan, risiko kredit timbul dari berbagai aktivitas fungsional 

perbankan, seperti risiko yang ditimbulkan dari penyaluran pinjaman kepada 

nasabah, maupun dari aktivitas treasury107 dan investasi, serta trade financing108. 

Mengantisipasi risiko tersebut PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung 

                                                             
107 Aktivitas treasury adalah salah satu aktifitas finansial di perusahaan, yang berkaitan 

dengan 3 aktivitas utama yaitu manajemen kas, investasi kas, dan transaksi pembayaran. 
108 Trade financing adalah jasa pembiayaan perdagangan meliputi pembiayaan komoditas 

dan pembiayaan ekspor. 
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melakukan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir hal tersebut, antara 

lain dengan cara109 : 

1. Mengidentifikasi Risiko. 

PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung akan melakukan usaha untuk 

menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan 

yang dilakukan oleh bank atau perorangan bisa melalui survei dan wawancara. 

2. Evaluasi Risiko 

Dilakukan oleh PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung untuk 

mengetahui tinggi rendahnya risiko yang akan dihadapi oleh bank. Ada dua cara 

untuk mengukur risiko, yaitu frekuensi atau jumlah terjadinya kerugian dan 

signifikasi suatu kejadian. 

3. Pengelolaan Risiko 

Pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan cara: 

a. Penghindaran risiko  

Penghindaran risiko dapat dilakukan di tahap awal perencanaan pembiayaan 

dimana kemungkinan risiko itu terjadi dapat diatasi dengan pencegahan. 

Pencegahan dilakukan oleh PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar 

Lampung dengan menerapkan prinsip 5C dan 7P sebagai pedoman dalam 

pemberian kredit pada nasabah. 

b. Menanggung/menahan risiko 

Menahan risiko dengan menyelesaikan risiko dengan kemampuan sumber 

daya sendiri tanpa bantuan pihak lain. PT Bank Muamalat Tbk Cabang 

                                                             
109 Wawancara dengan Bapak Guntur Lesmana Credit Analyst  pada PT Bank Muamalat 

Tbk Cabang Bandar Lampung pada 11 Juni 2018. 
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Bandar Lampung dalam hal ini akan berusaha memprioritaskan penyelesaian 

berbagai sengketa dalam pemberian pembiayaan kredit KPR iB Muamalat 

dengan nasabah melalui mediasi antara Bank dan nasabah tanpa pengadilan. 

c. Membagi Risiko 

Potensi risiko dengan pihak lain, potensi dapat dibagi dengan pihak yang 

bersangkutan.  

d. Mentransfer Risiko 

PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung akan meminimalisir risiko 

dengan membagi risiko kerugian kepada pihak lain, biasanya kepada asuransi 

yang bersedia menerima beban tersebut. Risiko tersebut berupa dana asuransi 

jiwa apabila nasabah meninggal dunia, dan juga asuransi kebakaran.  

Selain itu, bank juga akan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembiayaan yang tercermin dari NPF110 yang menurun. Perbaikan dilakukan 

mencakup seluruh aktivitas fungsional bank yang dapat menimbulkan risiko kredit. 

Secara proses dimulai dari proses inisiasi111, analisis termasuk penetapan agunan, 

pengambilan keputusan, peningkatan perjanjian pembiayaan, dan monitoring 

kinerja debitur pasca pencairan pembiayaan, serta pemantauan kualitas portofolio 

dan kecukupan pencadangan. Perbaikkan kualitas pengelolaan kredit dilaksanakan 

oleh PT Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Bandar Lampung secara insentif 

sepanjang tahun, dengan cara antara lain112: 

                                                             
110 NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit berklasifikasi kurang lancar, 

diragukan, macet. Termin NPF diperuntukkan untuk bank syariah. 
111 Proses inisiasi adalah proses awal penetapan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan bank syariah, kemudian melakukan evaluasi, serta memberikan keputusan 

hasil evaluasi. 
112 Wawancara dengan Bapak Guntur Lesmana Credit Analyst  pada PT Bank Muamalat 

Tbk Cabang Bandar Lampung pada 11 Juni 2018. 
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1. Bank menetapkan target fokus bisnis yang akan dicapai yaitu penyelesaian 

pembiayaan bermasalah yang agresif, kegiatan operasional yang efisien, serta 

pertumbuhan bisnis berkesinambungan.  

2. Bank menetapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam 

pembiayaan antara lain: 

a. Melaksanakan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan 

pemutusan pembiayaan dilakukan dengan four eyes principle, diantaranya 

dengan penyempurnaan struktur organisasi, dan kewenangan bagian 

pembiayaan. 

b. Menghindari pembiayaan kepada usaha-usaha yang dilarang secara syariah 

dan menetapkan risk appetite113  untuk pembiayaan yang dilakukan. 

c. Memperkokoh lini pertahanan manajemen risiko. 

d. Mengimplementasikan pada pembiayaan untuk memastikan bahwa 

pembiayaan yang diberikan kepada suatu nasabah  atau grup usaha nasabah 

tidak melanggar batas maksimum maksimal pemberian pembiayaan. 

3. Melakukan perbaikan proses pembiayaan diantaranya: 

a. Memperbaiki beberapa ketentuan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian 

(prudential banking). 

b. Memantau alur proses pembiayaan secara menyeluruh melalui financing 

process improvement114. 

c. Melakukan perbaikan proses monitoring diantaranya: 

                                                             
113 Risk Appetite adalah jumlah risiko dalam suatu perusahaan untuk menerima rangka 

pencapaian, value, yang mencerminkan filosofi manajemen risiko perusahaan. 
114 Financing process improvement adalah tahap mengevaluasi ide-ide alternatif dan 

menggerakkan organisasi ke suatu yang baru atau berbeda. 
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1. Melakukan pemantauan pembiayaan secara berkala, baik atas nasabah 

secara individual, grup, maupun portofolio. 

2. Memperkuat implementasi fungsi kontrol dan pengawasan dalam 

pemberian pembiayaan. 

3. Membangun budaya anti fraud115 kepada seluruh karyawan, sehingga 

apabila nasabah memang tidak memenuhi kriteria, maka pembiayaan 

tidak dapat dilakukan. 

4. Melakukan review dan verifikasi secara berkala dan berkesinambungan 

terhadap kelemahan kontrol risiko pada aktivitas penyaluran pembiayaan. 

 

Secara garis besar terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa. Pertama 

dilakukan secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, 

kedua secara non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar 

pengadilan116. Dewan Syariah Nasional juga telah mengantisipasi hal ini dengan 

mengeluarkan fatwa No. 17/DSNMUI/IX/2000 tentang sanksi apabila nasabah 

melakukan telat bayar. Fatwa ini diputuskan untuk pemberian sanksi kepada: 

a. Nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran secara sengaja. 

b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur117  

tidak boleh dikenakan sanksi. 

c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai 

kemampuan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan 

sanksi. 

                                                             
115 Fraud adalah tindakan perbuatan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan 

pribadi. 
116 Amran Suadi, Mardi Candra, Op.Cit. Hal 439. 
117 Force majeur adalah hal-gal yang mendesak. 
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d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir118  yaitu bertujuan agar nasabah lebih 

disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 

e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar 

kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 

 

Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya 

faktor-faktor atau unsur kesengajaan karena kondisi di luar kemampuan nasabah 

dan kelemahan dari pihak bank atau disebut juga sebagai suatu kondisi pembiayaan 

yang terdapat penyimpangan yang disepakati dalam pembayaran kembali sehingga 

terjadi keterlambatan yang menimbulkan kerugian. Salah satu perbedaan yang  

paling mendasar antara perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah 

perbedaan ketentuan dalam hal menyelesaikan permasalahan kreditnya. Berbeda 

dengan perbankan konvensional, apabila perbankan syariah memiliki 

sengketa/perselisihan antara bank dengan nasabahnya, maka terhadap sengketa 

tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya dan mengutamakan 

penyelesaian secara musyawarah karena mekanisme dari bank syariah sendiri 

didasarkan pada prinsip efisien, keadilan dan kebersaman dan hubungan dengan 

nasabah yang berbentuk hubungan kemitraan.  

Sengketa antara nasabah dengan pihak bank merupakan sebuah persinggungan 

hukum, perbankan konvensional di lain pihak terbiasa menyelesaikan 

permasalahannya dengan nasabah pada pengadilan umum. Pada sengketa yang 

terjadi pada perbankan syariah, pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya di 

pengadilan agama dan badan arbitrase yang menjalankan hukum materiil 

                                                             
118 Taz’ir adalah memberi pelajaran bagi orang yang berdosa yang tidak ada hukuman dan 

tidak ada kafarah (tentang dosa yang dilakukannya). 
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berdasarkan prinsip syariah. Badan arbitrase ini dimaksudkan untuk menangani 

setiap permasalahan hukum yang timbul secara lebih efisien dan efektif serta 

sejalan dengan nilai-nilai syariah. Penyelesaian sengketa bank syariah biasanya 

juga diselesaikan melalui jalur-jalur sebagai berikut119: 

1. Proses Musyawarah 

Dalam proses ini nasabah dengan pihak bank dipertemukan untuk 

membicarakan permasalahan yang muncul. Sengketa tersebut berkaitan dengan 

masalah kesesuaian antara akad yang disepakati dengan realita, maka 

musyawarah ditujukan untuk mengembalikan kepada butir-butir akad yang 

telah ada sebelumnya yang mana dalam sebuah akad biasanya memuat klausul 

penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum (choice of law) atau 

lembaga penyelesaian sengketa (choice of forum). Mengacu pada pasal 20 ayat 

(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad 

Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan 

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa: 

“Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana 

diperjanjikan dalam akad/jika terjadi perselisihan diantara bank dan nasabah 

maka upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah.” 

2. Mediasi Perbankan 

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan membawa satu pihak 

yang netral untuk menjadi mediator/penengah. Hal ini ditempuh setelah usaha 

musyawarah tidak menemukan titik terang (dead lock), hal ini didasarkan pada 

                                                             
119 Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, Implementasi dan Aspek 

Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2009. Hal 337. 
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4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menjelaskan 

bahwa apabila melalui proses musyawarah tidak ditemukan hasil maka pihak 

yang bersengketa dapat mencari seseorang yang bertindak sebagai penengah 

(mediator). Penjelasan mengenai mediasi dapat dilihat pada pasal (1) angka 5 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 menyatakan bahwa: 

“Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator 

untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian 

dalam bentuk kesepakan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh masalah 

yang disengketakan.” 

3. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 

BASYARNAS merupakan badan yang dibentuk untuk menyelesaikan 

sengketa syariah, salah satunya adalah sengketa antara bank syariah dengan 

nasabah. Dengan berdirinya BASYARNAS di Indonesia terdapat 2 lembaga 

arbitrase untuk penyelesaian sengketa yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia) yang berwenang menyelesaikan semua masalah sipil di Indonesia, 

dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang berwenang 

menyelesaikan semua permasalahan muamalat Islam secara tahkim120 

menurut syariat Islam. Apabila keputusan BASYARNAS belum final/masih 

belum memuaskan untuk kedua belah pihak maka para pihak yang 

bersengketa dapat melakukan banding ke pengadilan agama. 

 

 

                                                             
120 Tahkim adalah cara untuk meyelesaikan sengketa di luar pengadilan. 
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4. Melalui Pengadilan Agama 

Apabila penyelesaian sengketa sudah tidak dapat lagi ditempuh melalui 

penyelesaian non litigasi maka sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi 

yakni melalui pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

 

Dalam hal penyelesaian sengketa pembiayaan KPR iB Muamalat yang bermasalah 

ataupun macet, PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung akan 

menyelesaikan sengketa ini melalui 2 jalur sesuai dengan peraturan undang-

undang yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana 

peradilan agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa syariah. Adapun 

sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama 

adalah121: 

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga 

pembiayaan syariah dengan nasabahnya. 

2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan 

lembaga pembiayaan syariah. 

3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam 

yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tugas bahwa kegiatan usaha 

yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

 

Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa  yang 

dimaksud dengan antara “orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk 

                                                             
121 Amran Suadi, Op.Cit. Hal 467. 
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orang dan badan hukum yang menyelesaikan sengketa syariah yang dengan 

sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam. Selain itu 

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 juga didukung oleh Peraturan Bank Indonesia 

Nomor:9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah pada 

bab III pasal 4 ayat 1-3. 

1. Penyelesaian Non Litigasi 

Meskipun Undang-Undang No. 21 tahun 2008 mengatur bahwa sengketa 

perbankan syariah diselesaikan melalui pengadilan agama, namun undang-

undang juga memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyelesaikan 

sengketa tersebut di luar pengadilan agama. Syarat yang harus dilakukan  adalah 

para pihak telah menjanjikan penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama 

dan penyelesaianya sesuai isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip 

syariah. Ketentuan pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Bank Syariah 

memberi kebebasan kepada semua pihak untuk memilih penyelesaian yang 

dikehendaki.  

Bagi perkara pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan pidana dalam Undang-

Undang Bank Syariah diadili di Peradilan Umum. Selain itu, penyelesaian 

dilakukan dengan cara musyawarah antara bank dan nasabah, dapat dilakukan 

dengan cara mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi sesuai dengan peraturan 

mediasi perbankan syariah. Dalam usaha menyelamatkan terhadap pembiayaan 

macet bank juga akan melakukan usaha rekstrukturisasi. Rekstrukturisasi 

pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah 
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agar dapat menyelesaikan kewajibannya, pengaturan mengenai hal ini didasari pada 

Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan 

Bank Indonesia No.10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank 

Syaiah dan Unit Usaha Syariah. PT Bank Muamalat Syariah Tbk Cabang Bandar 

dalam menyelesaikan permasalahan  kredit KPR iB Muamalat akan melakukan122: 

a. Collection, penagihan secara intensif kepada nasabah PT Bank Muamalat Tbk 

Cabang Bandar Lampung dengan cara bertahap: 

1. Melalui telepon. 

2. Mengirimkan pesan singkat melalui penyedia layanan pesan singkat seperti 

SMS, dan aplikasi pesan lintas platform seperti melalui aplikasi BBM, WA, 

LINE.  

3. Mengirimkan surat pemberitahuan angsuran kepada nasabah. 

4. Memberi peringatan atau teguran kepada nasabah. 

5. Mendatangi langsung rumah nasabah KPR yang mengalami tunggakan. 

Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan secara tatap 

muka. 

b. Rescheduling (penjadwalan kembali) dalam hal ini Bank Muamalat Cabang 

Bandar Lampung akan melakukan perpanjangan pembiayaan dan perubahan 

angsuran agar nasabah dapat membayar sisa pembayaran termasuk penundaan 

masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan KPR. Misalkan 

dalam perpanjangan waktu pembiayaan KPR dari 5 tahun menjadi 6 tahun 

dengan demikian jumlah angusran akan menjadi lebih kecil seiring dengan 

                                                             
122 Wawancara dengan Bapak Guntur Lesmana, Credit Analyst pada PT Bank Muamalat 

Tbk Cabang Bandar Lampung pada 11 Juni 2018. 
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penambahan jangka waktu angsuran, rescheduling dilakukan pada nasabah 

yang masih memiliki itikad baik, karakter yang jujur dan memiliki kemauan 

untuk melunasi kredit. Jika rescheduling tidak berjalan baik, maka PT Bank 

Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung berhak mengakhiri jangka waktu 

pembiayaan dan dapat melakukan penagihan sekaligus seluruh sisa utang yang 

timbul. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

48/DSN/MUI/II/2005/ tentang penjadwalan kembali. 

c. Restructuring (penataan kembali) dilakukan oleh PT Bank Muamalat Cabang 

Tbk  Bandar Lampung dengan konversi akad pembiayaan apabila nasabah 

memenuhi syarat restrukturisasi. Hal ini dapat dilakukan jika nasabah memiliki 

kemampuan membayar dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas 

dari nasabah dalam memenuhi kewajiban restrukturisasi. 

d. Reconditioning (persyaratan kembali) adalah perubahan sebagian atau seluruh 

syarat-syarat yang tidak terbatas dengan mengubah berbagai persyaratan yang 

ada. PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung akan melakukan 

perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran dan jangka waktu 

serta pengikatan ulang agunan. 

 

2. Penyelesaian Litigasi 

Bank syariah dan bank UUS (Unit Usaha Syariah) yang menghadapi masalah kredit 

macet dapat menyelesaikannya melalui pengadilan agama.123 Pengadilan agama 

merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa perdata Islam.  Penggugat 

dapat diwakili oleh kuasanya yakni seorang advokat untuk menghadap ke 

                                                             
123 Gatot Supramono, Op.Cit. Hal. 321 
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persidangan pengadilan agama.124 Penyelesaian ini dilakukan apabila dalam 

penyelesaian  non litigasi sebelumnya tidak terdapat kesepakatan antara kedua 

belah pihak, atau dalam hal ini debitur tidak memiliki itikad baik terhadap bank 

seperti berpura-pura tidak tahu, kabur/menghilang, tidak bisa dihubungi, dan juga 

mengabaikan surat peringatan 1, surat peringatan 2, hingga surat peringatan 3. 

Eksekusi putusan pengadilan agama juga didasarkan atas adanya permohonan 

eksekusi dari pihak yang menang, dan Ketua Pengadilan Agama yang memimpin 

jalannya eksekusi putusan dengan melakukan aanmaning125. Jika pihak termohon 

eksekusi tidak melaksanakan putusan dengan sukarela, ketua memerintahkan untuk 

melakukan sita eksekusi, kemudian meminta bantuan kepada kantor lelang untuk 

melakukan pelelangan atas barang-barang hasil sita tersebut untuk pembayaran 

untuk termohon eksekusi. Dalam memenuhi haknya, maka PT Bank Muamalat Tbk 

Cabang Bandar Lampung dalam hal ini akan menyelesaikan masalah kredit macet 

KPR iB Muamalat ini dengan melakukan pelelangan agunan yang akan diserahkan 

pada BUPN, dengan melakukan tindakan126: 

1. Melakukan eksekusi terhadap barang jaminan/aset nasabah berdasarkan 

ketentuan perundang-perundangan yang berlaku. Hal ini dilakukan apabila 

nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi membayar  hutangnya. Proses 

eksekusi oleh PT Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung dapat dilakukan 

dengan penyerahan sertifikat rumah sebagai jaminan nasabah yang akan 

menjadi objek dari lelang.  

                                                             
124 Gatot Supramono, Loc.Cit. 
125 Aanmaning adalah peringatan terhadap tergugat, agar melaksanakan putusan pengadilan 

dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan sukarela/kemauan 

sendiri, dalam tempo selama-lamanya 8 hari. 
126 Wawancara dengan Bapak Guntur Lesmana, Credit Analyst  pada PT Bank Muamalat 

Tbk Cabang Bandar Lampung pada 11 Juni 2018. 
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2. Melakukan penjualan terhadap barang barang jaminan berdasarkan surat kuasa 

untuk menjual yang dibuat oleh nasabah, dilakukan berdasarkan kesepakatan 

para pihak dengan menyerahkan kepada lembaga eksekutor yaitu BUPN (Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara). 

3. Menetapkan harga penjualan dengan harga yang dianggap baik oleh bank 

termasuk dan tidak terkecuali  bank berhak sepenuhnya mengambil cara dengan 

mencarikan nasabah baru untuk mengambil alih atau mengoper utang nasabah. 

4. Hapus buku (write off), merupakan solusi terakhir pinjaman macet yang tidak 

dapat ditagih lagi. Hapus buku merupakan tindakan intern bank syariah dengan 

cara, kriteria, dan prosedur tertentu, yaitu menghapus tagihan kewajiban 

nasabah dari pembukuan neraca bank syariah (on balance sheet) dengan 

memindahkan pencatatannya menjadi di luar pembukuan neraca bank syariah 

tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah127. Kriteria penghapusan buku 

dapat diusulkan jika kolektibilitas kredit berada pada golongan 5, dan 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Usaha nasabah  macet, nasabah meninggal dunia dan tidak ada ahli waris 

pihak ketiga yang dapat menyelesaikan kreditnya, nasabah melarikan diri. 

2. Pemilik agunan tidak bersedia membantu langkah penyelesaian, barang 

agunan musnah/mengalami perubahan, saldo kewajiban nasabah dicatat 

oleh KP2LN sebagai piutang negara yang sementara tidak tertagih. 

Penghapusan kredit macet terdiri dari 2 tahap yaitu: 

a. Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau conditional write-off. 

b. Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau absolute write off. 

                                                             
127 Wawancara dengan Bapak Guntur Lesmana, Credit Analyst  pada PT Bank Muamalat 

Tbk Cabang Bandar Lampung pada 11 Juni 2018. 
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Penghapusan buku dilakukan apabila kredit macet gagal pada penyelesaian 

adimistratif bank dan pelelangan agunan yang tidak memberikan hasil yang 

memadai. Pengaturan tentang hapus buku dan hapus tagih  kredit macet terdapat 

pada Bab VII Pasal 69 Peraturan OJK Nomor:16/POJK.03/2014 Tentang 

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu: 

1. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku 

dan hapus tagih. 

2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh dewan 

komisaris. 

3. Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh direksi. 

4. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap 

pelaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1). 

5. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko bank sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan yang berlaku. 

Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah pasal 54 ayat (1) huruf d, yaitu:  

“Dalam hal bank syariah mengalami kesulitan yang membahayakan 

kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan 

dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain meminta Bank Syariah 

menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan 

kerugian Bank Syariah dengan modalnya.” 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai 

faktor-faktor dan penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan KPR iB 

Muamalat Cabang Bandar Lampung yaitu: 

1. Faktor-faktor penyebab kredit dalam pembiayaan KPR iB Muamalat. 

a. Faktor dari pihak nasabah 

Nasabah memiliki karakter yang kurang baik/kurang itikad baik, nasabah 

sulit dihubungi/kabur, usaha nasabah menurun akibat kondisi ekonomi 

lemah/negatif, jumlah produksi dikurangi, politik dalam negeri tidak stabil, 

terbitnya peraturan pemerintah yang tidak menguntungkan usaha nasabah, 

nasabah bangkrut, usaha nasabah terkena musibah dan bencana alam, faktor 

kegagalan bisnis diluar kemampuan nasabah, nasabah melakukan 

pembelian aset-aset yang tidak produktif sehingga tidak dapat melakukan 

pembayaran secara semestinya. 

 

b. Faktor dari pihak bank 

 

Bank kurang berhati-hati dalam melakukan prinsip 5c dan 7P, bank terlalu 

berambisi untuk memperoleh laba sehingga menimbulkan pertimbangan 

yang tidak sehat dalam pemberian kredit, kelemahan dalam penilaian dan 

pemantauan agunan, kelemahan sumber daya manusia seperti sikap bank 
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yang memudahkan suatu masalah dalam proses kredit, kurangnya 

pengawasan efektif dan berkesinambungan setelah pemberian kredit 

menyebabkan kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena 

nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. 

2. Penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan KPR iB Muamalat dilakukan 

apabila pembiayaan KPR iB Muamalat mulai memasuki tahap kredit 

bermasalah, bank akan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut 

dengan jalur non litigasi melalui proses musyawarah dan peraturan mediasi 

perbankan syariah. Apabila kredit KPR iB Muamalat telah sampai pada tahap 

kolektibilitas 5 yaitu kredit macet, PT Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang 

Bandar Lampung akan melakukan penyelesaian kredit tersebut melalui 

penyelesaian secara litigasi. Pada penyelesaian administrasi perkreditan, bank 

akan melakukan rekstrukturisasi. Rekstrukturisasi oleh bank dilakukan 

dengan cara collection, rescheduling, restructuring, dan juga reconditioning. 

Penyelesaian litigasi ditempuh oleh PT Bank Muamalat Tbk Cabang Bandar 

Lampung sebagai upaya penyelamatan kredit macet yang terakhir apabila 

pada saat penyelesaian non litigasi dilakukan nasabah tetap tidak memiliki 

itikad baik. Penyelesaian litigasi dilakukan dengan eksekusi barang 

jaminan/aset nasabah, penjualan barang jaminan, take over pembiayaan 

dengan mencari nasabah baru, serta bank akan melakukan hapus buku.  
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B. Saran 

1. Dalam memberikan pembiayaan KPR iB Muamalat, PT Bank Muamalat Tbk 

Cabang Bandar Lampung harus sangat berhati-hati dalam memberikan 

fasilitas pembiayaan kepada nasabah, prinsip 5C dan 7P harus dilakukan 

dengan cermat terutama dalam mengenali karakter nasabah yang akan 

mengajukan pembiayaan, namun dalam hal ini pihak nasabah juga 

diharapkan dapat menghindari kredit macet dengan menepati isi 

akad/perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan kesepakatan. Pihak bank 

juga harus segera cepat bertindak melakukan pemantauan dan pembinaan 

sejak awal kepada nasabah apabila pengembalian pembiayaan KPR sudah 

mulai tampak mengalami keterlambatan. Bank dalam hal ini PT Bank 

Muamalat Tbk Cabang Bandar Lampung juga harus segera memberikan 

penyelesaian secepat mungkin agar kategori kredit bermasalah tidak sampai 

pada tahap kredit macet yang akan membuat kerugian pada pihak bank 

sendiri.  
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Table 1 

Year Asseta Financingb Depositc Growth (%) 

Asset Financing Deposit 

1992 120,880 32,560 20,800  

1993 166,960 92,000 60,320 38.12 182.56 190.00 

1994 246,060 188,800 132,880 47.39 105.22 120.29 

1995 394,400 285,920 275,680 60.27 51.44 107.47 

1996 512,200 310,480 395,560 30.63 8.59 43.85 

1997 586,720 456,160 463,440 13.88 46.92 16.87 

1998 479,200 317,040 391,920 -18.33 -30.50 -15.43 

1999 692,800 342,560 528,080 44.57 8.05 34.74 

2000 1,790,168 1,271,162 1,028,923 158.40 271.08 94.84 

2001 2,718,870 2,049,793 1,806,366 51.87 61.25 75.56 

2002 4,045,235 3,276,650 2,917,726 48.79 59.85 61.52 

2003 7,858,918 5,530,167 5,724,909 94.28 68.78 96.21 

2004 15,325,997 11,489,933 11,862,117 95.01 107.07 107.20 

2005 20,879,874 15,231,942 15,582,329 36.24 32.57 31.36 

2006 26,722,030 20,444,907 20,672,181 27.98 34.22 32.66 

2007 36,537,637 27,944,311 28,011,670 36.73 36.68 35.50 

2008 49,555,122 38,194,974 36,852,148 35.6 36.68 31.55 

2009 66,090,000 46,886,000 52,271,000 33.37 22.75 41.84 

2010 97,519,000 68,181,000 76,036,000 47.55 45.42 45.46 
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Note abc are in million IDR.  

 

2011 145,467,000 102,655,000 115,415,000 49.17 50.56 51.79 

2012 195,018,000 147,505,000 147,512,000 34.06 43.69 27.81 

2013 242,276,169 184,122,000 183,534,056 24.23 24.82 24.41 


